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ABSTRAK 
 
RATNA SARI (B111 10 455) Pengaturan Hukum Internasional 
Mengenai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self 
Determination) Suatu Bangsa. Dibimbing oleh Alma Manuputty dan 
Iin Karita Sakharina. 
Penelitian skripsi ini membahas tentang hak suatu bangsa untuk 
menentukan nasibnya sendiri yang merupakan bagian dari hak asasi 
manusia. Secara normatif hak ini diatur dalam berbagai perjanjian 
internasional dan yurisprudensi mahkamah internasional.  
Konsep hak penentuan nasib sendiri dianalisis dari dua perspektif yaitu 
pengertian pertama berkaitan dengan dekelonosasi atau praktik 
memerdekakan diri dari sebuah bangsa  untuk membentuk sebuah negara 
yang merdeka. Pengertian kedua berkaitan dengan kebebasan kolektif 
penduduk (penduduk) untuk menentukan nasib sendiri bukan dalam 
rangka membentuk negara baru melainkan kebebasan dalam konteks 
partisipasi penduduk dalam menentukan kebijakan serta implimentasinya 
dalam suatu negara. 
Sejak awal tahun 1990-an, terjadi peningkatan konflik di berbagai negara 
dikarenakan individu-individu atau kelompok dalam suatu negara tersebut 
ingin melepaskan diri dari kolonialisme atau melepaskan diri dari 
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut dan 
menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai dasar untuk 
mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun tidak dapat dibenarkan jika 
diluar konteks kolonialisme, seperti kelompok-kelompok kecil dengan 
idealisme yang berbeda dengan pemerintahan dan kebijakan dalam suatu 
wilayah kemudian membentuk suatu gerakan separatisme dan 
menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk memisahkan diri. Hal ini 
bertentangan dengan tujuan PBB yang menekankan pentingnya integritas 
teritorial suatu wilayah yang merdeka dan berdaulat. Konteks hak 
penentuan nasib sendiri yang berlaku diluar konteks kolonialisme seperti 
berkaitan dengan perjuangan untuk mendapatkan perlindungan dan 
pelaksanaan hak asasi manusia . 
 
kata kunci: hak menentukan nasib sendiri 
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ABSTRACT 
 
RATNA SARI (B111 10 455), The International Law Regulation of The 
Right of Self Determination of People. Supervised by Alma 
Manuputty and Iin Karita Sakharina. 
This research examines the right of people on their self determination in 
which it is a part of human right. Normatively, this right is regulated in 
various international agreements as well as the jurisprudence of 
international court. 
The concept of self determination is analyzed form two perspectives which 
are the first definition which is related to decolonization or the practice of 
self independency of people to establish an independent nation. The 
second definition is related to the collective independent of citizen to 
determine their right not in order to establish a new nation but freedom in 
the context of citizen participation in determining policy as well as its 
implementation in a nation. 
Since early 1990s, conflicts in many countries were increasing due to the 
individuals or group in those countries intended to secede from the 
colonialism or secede from human right violation happening in and used 
the principle of self determination as foundation for their freedom. The use 
of this principle used out of colonialism context such as the movement of 
separation group tries to secede on the reason of different idealism with 
Government and its policy toward the country is not justifiable. This thing 
against the United Nations Chapter emphasizes the importance of 
territorial integration of an independent nation. The context of self 
determination applied outside colonial context is related to an effort to 
have protection and implementation of human right. 
 
Keyword: The right of self determination 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Konsep hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right of Self 
Determination) dalam hukum internasional merupakan salah satu kategori 
dari hak asasi manusia (HAM) yang terus berkembang secara dinamis. 
Kebebasan dan kemerdekaan selalu menjadi hal yang di perbincangkan 
dan diperjuangkan oleh manusia karena pada hakekatnya dalam diri 
manusia selalu terdapat keinginan untuk dapat melakukan kehendaknya 
dengan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan serta ancaman dari 
pihak lain yang dianggap menghalangi kebebasan tersebut.  
Tuntutan kemerdekaan tidak hanya datang dari perorangan 
tetapi juga suku, etnis bahkan dari berbagai bangsa yang merasa harus 
segera menentukan nasibnya sendiri. Pihak-pihak yang menginginkan 
adanya suatu kemerdekaan adalah pihak-pihak yang merupakan 
golongan minoritas suatu etnik atau suku dan sebagian penduduk dalam 
suatu wilayah yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah 
yang berkuasa.1 
Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip 
hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam 
                                                          
1
 Rafika Nur, Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan 
Kosovo), Jurnal Hukum Internasional, Vol.I No.1 (Juli 2013), hlm.69 
2 
 
berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini 
menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (peoples) 
mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki 
aturan internalnya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan 
ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan untuk menggunakan 
sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan 
nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti 
untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu 
bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.2 
Pada umumnya di wilayah yang menginginkan kemerdekaan 
terdapat gerakan pembebasan yang merupakan cerminan dari sebagaian 
atau keseluruhan dari rakyat di wilayah tersebut. Tuntutan yang paling 
sering terdengar adalah pembentukan suatu negara baru dengan cara 
melakukan pemisahan dari negara asalnya. Tampaknya hak untuk 
menentukan nasib sendiri berkonotasi kepada kebebasan untuk memilih 
dari rakyat yang belum merdeka melalui plebisit (plebiscite) atau metode-
metode lainnya untuk memastikan kehendak rakyat.3 
Plebiscite merupakan salah satu bentuk pengalihan wilayah 
melalui pilihan penduduknya menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, 
referendum, atau cara-cara lain yang dipilih oleh penduduk. Huala Adolf 
berpendapat bahwa plebiscite merupakan peralihan suatu wilayah bukan 
                                                          
2
 H. Victor Condé, A Handbook of International Human Rights Terminology , Nebraska:  
University of Nebraska Press, (1999), hlm. 135. 
3
 Rafika Nur, Op.Cit,. Hal.75 
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antar negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya, tetapi peralihan 
terjadi antara negara berdaulat dengan penduduk di suatu wilayah.4 Martin 
Dixon berpendapat bahwa cara perolehan wilayah dengan plebiscite ini 
sebagai “penentuan nasib sendiri” (self determination).5 
Masyarakat ataupun rakyat memiliki legitimasi secara hukum 
internasional untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti yang tercermin 
dalam Piagam PBB yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak 
setiap bangsa dan individu dan tidak ada satu pihak pun yang dibenarkan 
untuk menghalangi apapun atau mengganggu usaha-usaha dari suatu 
bangsa untuk memerdekakan diri.6 
Pada waktu berlangsungnya perang dunia I, “konsep hak 
penentuan nasib sendiri” pada mulanya secara eksplisit telah diberikan 
perumusannya oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dalam 
usul 14 butirnya sebagai suatiu prinsip untuk mengatur ketentuan 
perbatasan wilaya-wilayah dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang 
ditanda tangani pada akhir peperangan. Namun prinsip mengenai hak 
penentuan nasib sendiri tidak dimasukkan dalam kovenan Liga Bangsa 
                                                          
4
 Huala Adolf, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, (2002), hlm. 130 
5
 Martin Dixon dalam Huala Adolf, Ibid, hlm. 131 
6
 Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 
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bangsa dan penerapan prinsip tersebut dibatasi untuk Eropa Tengah dan 
Timur.7 
Sebelum diadopsinya dua kovenan internasional HAM, jaminan 
hak penentuan nasib sendiri sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam 
Deklarasi tantang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan 
bangsa-bangsa terjajah yang dikenal juga dengan sebutan Deklarasi  
dekolonisasi.8 Deklarasi ini dimulai dengan pernyataan bahwa kebijakan 
dan praktik penjajahan, dominasi dan eksploitasi merupakan 
pengingkaran terhadap HAM, bertentangan dengan piagam PBB serta 
menjadi hambatan dalam peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia.9 
Deklarasi ini juga menyatakaan semua negara wajib mematuhi sepenuh 
penuhnya penuhnya secara konsekuen ketentuan-ketentuan dalam 
piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM.10 
Seiring perkembangannya, HAM dalam menentukan nasib 
sendiri ini secara tegas diakui dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 
1 ayat (1)  International Convenant on Civil and Political Rights (1966) dan 
Pasal 1 International Convenant on Economic, Sosial and Cultural Right 
(1966); Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 
                                                          
7
 Sumaryo Suryokusumo, Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Prinsip Hukum Internasional dan 
Pelaksanaannya Dalam Kerangka PBB, Makalah diseminarkan atas kerjasama ICPR dengan 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Surabaya, tanggal 7-11 Oktober 2002, hlm.2 
88
 Lihat  Adnan Buyung Nasution ., A. Patra M. zen. Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi 
Manusia. Edisi ke-2. 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 32 
Lihat UN. Doc. General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 “Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and People”. 
9
 Ibid. art. 1 
10
 Ibid. art. 7 
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tentang Deklarasi pemberian kemerdekaan kepada bangsa dan negara 
terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 
tentang Deklarasi Hubungan Persahabatan. Deklarasi tentang prinsip-
prinsip hukum internasional tentang kerjasama dan hubungan bersahabat 
di antara negara-negara dan hubungan bersahabat sesuai dengan 
Piagam PBB.11 
Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja 
mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam 
ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan 
ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas 
mengelolah dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan 
pemenuhan HAM.12 Pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri 
dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan negara yang ditujukan ke 
dalam yang merupakan wewenang dari suatu negara berdaulat.13 
Kemerdekaan merupakan salah satu perwujudan dari hak untuk 
menentukan nasib sendiri. Menurut Charles G. Fenwick kemerdekaan 
dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu, kemerdekaan ke dalam dan 
keluar. Kemerdekaan ke dalam (internal independence) meliputi dua 
aspek, yaitu kemerdekaan yang berkaitan dengan kebebasan dari negara 
                                                          
11
 Andrey Sujadmoko, Kemerdekaan Sebagai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Right to Self 
Determination Dalam Perspektif Hukum Internasional Studi Kasus Kosovo 
http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/20/kemerdekaan-sebagai-hak-untuk-menentukan-
nasib-sendiri-right-to-self determination-dalam-perspektif-hukum-internasional-studi-kasus-
terhadap-kemerdekaan-kosovo/ (Diakses 23/02/2014 jam 22.00 WITA) 
12
 UN. Doc. General Assembly Resolution 2200 (XXI) dan General Assembly Resolution 2200A (XXI). 
Art. 1(1): art. 2(1) 
13
 Ibid 
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untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya dan masalah-
masalah lainnya mengenai kebebasan yang dilakukannya dengan negara-
negara lain. Adapun kemerdekaan keluar (external independence), yaitu 
berkaitan dengan kekuasaan terbesar dari negara untuk menentukan 
hubungan yang dikehendaki dengan negara lain tanpa campur tangan dari 
negara ketiga.14 
Prinsip hak penentuan nasib sendiri memungkinkan bagi rakyat 
di wilayah jajahan, dapat menentukan secara bebas status politiknya 
sendiri. Penentuan nasib sendiri semacam itu dapat menciptakan 
kemerdekaan dan dapat memutuskan untuk bergabung dengan negara 
tetangga dan persekutuan secara bebas oleh negara yang bersangkutan. 
Hak penentuan nasib sendiri juga mempunyai peranan dalam 
hubungannya dengan pembentukan negara, mempertahankan kedaulatan 
dan kemerdekaan negara dalam merumuskan kriteria untuk penyelesaian 
perselisihan dan kedaulatan.15 
Banyak negara yang akhirnya memutuskan memisahkan diri 
seperti seperti negara bekas Uni Soviet yang kini tepecah-pecah menjadi 
15 negara dengan personalitas hukum yang baru. Kemerdekaan Kosovo 
dari Serbia, hak penentuan Nasib sendiri yang di lakukan oleh Timor 
Timur, serta pemberian status “negara” pada Palestina, dan masih banyak 
                                                          
14
 Ibid. Lihat juga Charles G. Fenwick, International Law, 4
th
 Edition. New York: Appleton Century 
Croft, (1965). hlm. 296-297. 
15
 Malcolm N. Shaw, International Law, Third Edition. England: Grotius Publication, 1997, 
Hlm.177 
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lagi. Proses pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri untuk 
mendeklarasikan kemerdekaan pun mempunyai latar belakang serta 
faktor-faktor yang berbeda. 
Dalam perkembangannya, istilah hak penentuan nasib sendiri 
dianalisis dari dua perspektif yaitu pengertian pertama seperti dinyatakan 
sebelumnya, berkaitan dengan dekolonisasi atau praktik memerdekakan 
diri sebuah bangsa untuk membentuk sebuah negara yang merdeka 
sedangkan pengertian yang kedua berkaiytan dengan kebebasan kolektif 
(penduduk) menentukan nasib sendiri, bukan dalam kerangka membentuk 
sebuah negara baru melainkan  kebebasan dalam konteks partisipasi 
penduduk dalam menentukan kebijakan serta implementasinya dalam 
sebuah negara.16 
2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang dan kasus yang dipaparkan diatas, maka 
rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai hak 
penentuan nasib sendiri (the right of self determination)? 
2. Bagaimana praktek negara-negara yang menggunakan hak 
penentuan nasib sendiri (the right of self determination) untuk 
mendeklarasikan kemerdekaan? 
 
                                                          
16
 UN. Doc. A/CONF.157/23, 12 July 1993. World Conference on Human Rights. Vienna, 14-25 June 
1993. Vienna nDeclaration on Programme of Action, paragraph 2 
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3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai 
hak penentuan nasib sendiri (The Right of Self Determination). 
2. Untuk mengetahui praktek dan perbandingan dari beberapa 
negara-negara yang menggunakan hak untuk menentukan 
nasib sendiri  (The Right of Self Determination) sebagai dasar 
untuk mendeklarasikan kemerdekaan. 
 
4. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan 
bahan referensi dan menambah wawasan tentang hak untuk 
menentukan nasib sendiri (The Right of Self Determination) 
dalam hukum internasional. 
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi 
masukan kepada semua pihak baik akademisi dan masyarakat 
umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum 
internasional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self 
Determination) 
Hak menentukan nasib sendiri (the right of self determination) 
telah menjadi prinsip dasar hukum internasional umum yang diterima dan 
diakui sebagai suatu norma yang mengikat dalam masyarakat 
internasional yang sering disebut dengan Jus Cogens.17 Prinsip ini 
membatasi kehendak bebas negara dalam menangani masalah gerakan 
separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah 
hukum internasional yang mengancam validitas setiap persetujuan-
persetujuan ataupun aturan dan cara-cara yang ditempuh negara yang 
bertentangan dengan hukum internasional, karena penentuan nasib 
sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai HAM yang harus 
dihormati.18 
Konsep self determination tidak memiliki makna atau definisi 
yang pasti dan komprehensif  meskipun sering di gunakan dalam sejarah 
Internasional. Evolusi pengertian penentuan nasib sendiri memiliki arti 
yang berbeda pada zaman yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. 
Sementara momen sejarah tertentu memberikan arti yang berbeda 
tentang penentuan nasib sendiri, namun tidak sulit untuk memahami 
                                                          
17
 Rafika Nur. Op.cit. Hlm. 71 
18
 Ibid.  
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gagasan bahwa penentuan nasib sendiri dalam masyrakat sudah ada jauh 
sebelum hal ini diangkat dalam teori. Faktanya, dapat dikatakan bahwa 
penentuan nasib sendiri sudah ada sejak manusia ada, dan maknanya 
tetap dapat  diterima walaupun pada momen atau zaman yang berbeda.19 
Pada prakteknya, pada Perang Dunia I, konsep penentuan 
nasib sendiri menjadi instrument penting dalam kelahiran suatu individual 
nation-state yang saat itu berjuang memisahkan diri dari Kerajaan Austro-
Hungaria dan Kerajaan Utsmani.20 
Hak penentuan nasib sendiri (The Right of Self Determination) 
oleh suatu bangsa pada prakteknya berawal dari Revolusi Amerika dan 
Revolusi Perancis di abad ke delapan belas. Hak ini berkembang sejalan 
dengan perkembangan politik dunia, permasalahan etnis, dan 
pemberontakan dari etnis di Amerika dan Eropa.21 
Gagasan self determination yang dikemukakan oleh Presiden 
Wilson dalam pidatonya di depan Kongres Amerika serikat pada tanggal 8 
Januari 1918, yang kemudian ditegaskan lagi dalam naskah Konvenan 
Liga Bangsa-bangsa (LBB) yang diusulkan, yang antara lain 
menyebutkan: 
The contracting powers unite guaranteeing…territorial 
readjustment…as many in the future become necessary by 
reason of change in the present social conditions and 
                                                          
19
 Theu, Bright. The Law of Self-Determination (Secession In Perspective): Way Forward After 
Kosovo and Southern Sudan. A Dissertation Submitted to the Faculty of Law of the University of 
Pretoria, I Partial Fulfilment of The Requirements For The Degree of Master of laws (LLM Human 
Rights and Democratisation in Africa).  30 October 2009. Makerere university. Hlm. 14 
20
 Simpson, G.J., The Diffusion of Sovereignty: Self determination in the post-colonial Age, 32 
Standford Journal of International law, (1996). Hlm.254 
21
 Ibid, Hlm. 255 
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aspirations or present social and political relationship, pursuant 
to the principle of self determination.22  
 
Maksud dari gagasan tersebut sebenarnya adalah agar 
diberikan kesempatan pasca perang dunia I berdasarkan asas demokrasi 
kepada golongan-golongan minoritas di Eropa untuk menentukan 
nasibnya sendiri dengan membentuk negara-negara merdeka yang tidak 
dimasukan dalam wilayah negara-negara yang menang perang. Namun 
demikian, gagasan ini banyak mendapatkan tantangan dari berbagai pihak 
karena hak tersebut sifatnya seperti bunglon yang dapat berubah warna 
yang mempunyai banyak akibat politis.23 
Oleh karena banyak mendapat tantangan, maka dapat 
dipahami bila hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dimuat dalam 
kovenan LBB. Pada saat itu tidak dikehendaki bahwa setiap kelompok 
orang atas dasar ras dimungkinkan untuk memisahkan diri dari suatu 
negara yang ada dan membentuk negara baru sendiri. Apabila hak ini 
diakui, dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan merusak 
hubungan internasional yang ada.24 
Gagasan penentuan nasib sendiri kemudian terus digunakan 
sebagai dasar dekolonisasi dimulai sejak awal 1917 dengan Rusia 
mendukung hak semua bangsa termasuk koloni untuk menentukan nasib 
sendiri. Pada akhirnya konsep penentuan nasib sendiri ini di adopsi oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir perang dunia kedua sebagai 
                                                          
22
 Sefriani,. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, (2009). Hlm. 113.  
23
 Ibid 
24
 Ibid, hal 114. Lihat juga Michla Pomerance., Self Determination In Law and Practice: the new 
Doctrin In The United Nation. Boston:  Martinus Nijhoff Publishers, (1982), Hlm. 1 
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salah satu prinsip untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar 
negara. Penentuan nasib sendiri menjadi ideology politik dalam prinsip 
hukum internasional yang di bangun oleh PBB dan dalam prakteknya 
penentuan nasib sendiri bertujuan  untuk memerdekakan semua orng 
yang berada dibawah kekuasaan kolonial.  Ideologi ini di adopsi dari 
resolusi Majelis Umum PBB mengenai dekolonisasi, tepatnya pada 
resolusi 1514 (XV) tahun 1960 dengan nama Declaration on the Granting 
of Independence to Colonial Countries and People. Hal ini memberikan 
dua efek penting, yang pertama prinsip ini diangkat menjadi hak 
masyarakat dan yang kedua menjelaskan isi dari penentuan nasib sendiri 
dalam resolusi yang menekankan bahwa   
“all people have the right to self-determination, by virtue of that 
right they freely determine their political status and freely pursue 
their economic, social and cultural development”.25 
Dinilai dari nama deklarasi ini, konsep ini dimaksudkan berlaku 
dalam konteks kolonial dan konsekuensinya bagi masyrakat adalah 
setelah kolonialisme berakhir hak ini kan menjadi kekuatan bagi mereka. 
Namun, pada saat dekolonisasi sedang berlangsung Majelis Umum PBB 
mengadopsi kovenan tentang hak asasi manusia pada tahun 1966 yang 
mulai berlaku pada 1976. Pasal 1 ayat 1 kovenan hak asasi manusia 
digunakan dalam deklarasi dekolonialisasi. 
“all people have the right to self-determination, by virtue of that 
right they freely determine their political status and freely pursue 
their economic, social and cultural development”.26 
                                                          
25
 Theu. Op. Cit. Hlm 15 
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Dari konsep ini jelas bahwa penentuan nasib sendiri didefinisikan 
sebagai kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri dalam masyarakat 
secara bebas untuk mengembangkan ekonomi, social dan budaya 
mereka. Seperti yang di tunjukan sebelumnya dasar penentuan nasib 
sendiri di bentuk dari proses revolusi Amerika dan Prancis, klaim 
kemerdekaan bagi Baltic setelah terjadinya disintegrasi  Uni Soviet, 
Yugoslavia dan Serbia dalam sejarah kontemporer. Kemungkinan konsep 
ini tidak banyak menimbulkan kontrovesi. Kontrovesi hanya muncul ketika 
penerapan penentuan nasib sendiri pasca kolonial Afrika dan Asia. 27 
2.1.1 Aspek-aspek yang terkandung dalam Hak Penentuan Nasib 
Sendiri 
Setelah mengetahui tempat hak penentuan nasib sendiri dalam 
perjanjian internasional dan yurisprudensi Mahkamah Internasional, hal 
berikutnya yang harus diketahui adalah aspek-aspek yang terkandung 
dalam hak penentuan nasib sendiri. Bentuk pertama dari hak penentuan 
nasib sendiri adalah the right of internal self determination. Sumber hukum 
internasional yang diakui seperti yang tercantum dalam Covenant on Civil 
and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 1966 membenarkan bahwa hak suatu bangsa untuk menentukan 
nasib sendiri melalui internal self determination merupakan upaya suatu 
bangsa untuk mendapatkan pengakuan status politik, ekonomi, sosial dan 
kebudayaan dalam kerangka satu kesatuan negara yang berdaulat. 
                                                                                                                                                               
26
 Ibid.  
27
 Ibid. hlm 16 
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Dimana aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tersebut 
dalam hak penentuan nasib sendiri sendiri saling berhubungan dan saling 
ketergantungan satu sama lainnya. Saling  ketergantungan setiap aspek 
tersebut dapat dilihat melalui pengakuan penuh dan implementasi dari 
masing-masing aspek tersebut.28 
1. Aspek Politik menunjukan sebuah pemikiran bahwa termasuk di dalam 
hak penentuan nasib sendiri adalah kemampuan dari suatu kelompok 
orang untuk menunjukan secara kolektif, nasib politiknya melalui cara-
cara yang demokratis.29 Definisi dari penentuan nasib sendiri 
termasuk kepada hak suatu bangsa yang terorganisir dalam suatu 
wilayah yang tetap untuk menentukan nasib politiknya dalam cara 
demokratis, atau hak dari suatu bangsa yang hidup dalam negara 
yang merdeka dan berdaulat untuk bebas memilih pemerintahannya, 
untuk mengangkat institusi perwakilan dan untuk secara periodik 
memilih perwakilan dengan prinsip kebebasan dan kemerdekaan 
untuk memilih kandidat ataupun partai politik yang ada.30 
2. Aspek ekonomi dari hak penentuan nasib sendiri pertama kali 
dimanifestasikan dalam bentuk hak bagi semua bangsa untuk 
menentukan sistem ekonomi sendiri dalam rezim penerintahan yang 
berkuasa dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan. Lebih jauh, 
                                                          
28
 Kumbaro, Dajena, The Kosovo Crisis in a International Law Perspectiv:Self determination, 
Territorian Integrity and the NATO Intervention , NATO office of International Press, 2001. hlm. 22 
29
 Franck, T.M., The Emerging Right to Democratic Govermance, 86 American Journal 
International Law, (1992). Hlm. 52 
30
 Eide, A., Minority situation: In search for peaceful and Constructive Solution, (Note Dame Law 
Review, (1991) 
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dari sudut pandang ekonomi, hak tersebut juga termasuk penggunaan 
secara permanen oleh suatu bangsa kedaulatan atas pemanfaatan 
sumber daya alam, dan melindungi wilayah mereka dari kegiatan-
kegiatan eksploitasi oleh perusahaan multinasional yang dapat 
merugikan secara ekonomis suku bungsa asli yang mendiami wilayah 
tersebut. Bagaimanapun juga, penghormatan terhadap prinsip 
kedaulatan harus tetap dapat memberikan jaminan terhadap investasi 
asing.31 
3. Aspek sosial mengandung arti bahwa setiap bangsa di dunia 
mempunyai hak untuk memilih dan menentukan sistem sosial di 
wilayah mereka berdiam. Aspek ini terutama berkaitan dengan 
tegaknya keadilan sosial, dimana semua bangsa memilikinya, dan 
lebih luas lagi, termasuk kepemilikan efektif atas hak sosial masing-
masing bangsa tanpa adanya diskriminasi.32 
4. Aspek budaya berhubungan dengan pembentukan adat istiadat dan 
kebudayaan masing-masing bangsa, yang merupakan elemen sangat 
penting dari hak penentuan nasib sendiri. Hal tersebut termasuk 
pengakuan akan hak untuk mmperoleh, menikmati dan menurunkan 
warisan kebudayaan, serta penegasan akan hak bagi semua orang 
untuk memperoleh pendidikan.33 
                                                          
31
  Kumbaro, op.cit., hlm 24 
32
  Report of the Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 
on its twenty-sixth session, E/CN.4/1128, paragraf 28 
33
  Ibid 
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Bentuk berikutnya dari the right of self determination adalah the 
right of external self determination. Hak penentuan nasib sendiri secara 
eksternal ini timbul dalam kasus-kasus yang ekstrim dan di tetapkan 
dalam keadaan-keadaan tertentu (umumnya dalam konteks dekolonisasi). 
external self determination ini telah ditentukan bentuknya dalam 
Declaration on Friendly Relation, yaitu: 
 “the establishment of a sovereign and independent State, the 
free association or integration with an independent State or the 
emergence into any other political status freely determined by a 
people constitute modes of implementing the right to self 
determination by that people.”34 
 
2.1.2 Pemegang Hak Penentuan Nasib Sendiri 
Instrumen hukum internasional menerangkan bahwa hak 
penentuan nasib sendiri dimiliki oleh “peoples”. Disamping berarti 
sekumpulan orang dalam jumlah besar, tidak ada arti yang tepat untuk 
mendefinisikan istilah “peoples” ini. Istilah “peoples” bisa saja berarti 
semua orang yang ada pada sebuah negara berdaulat, atau bisa saja 
didefinisikan sebagai sekelompok orang yang pengelompokannya dapat 
berdasarkan ras, etnis atau bahkan agama. 
Dalam Black’s Law Dictionary, istilah “peoples” didefinisikan;  
“A nation on its collective and political capacity. The aggregate 
or mass of the individuals who constitute the state. In a more 
restricted sense, and as generally used in constitutional law, the 
entire body of those citizens of a state or nation who are 
invested witht political power for political purposes.” 
 
                                                          
34
 Kumbaro. Op.Cit. hlm. 24 
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Keputusan Mahkamah Agung Kanada, dalam kasus pelepasan 
Quebec mencoba untuk memastikanpengertian dari istilah “people” (dalam 
bentuk tunggal) untuk penggunaannya dalam hak penentuan nasib sendiri 
sebagai berikut: 
“It is clear that a “people” may include only a portion of the 
population of an existing state. The right of self determination 
has developed largely as a human right, and is generally used 
in documents that simultaneously contain references to „nation‟ 
and „state‟. The juxtaposition of these terms is indicative that the 
reference to “people” does not necessary mean the entirety of a 
state‟s population.”35 
 
Walaupun Mahkamah Agung Kanada dalam keputusannya 
tersebut tidak memberikan definisi mengenai istilah “people” dapat 
merujuk kepada kelompok-kelompok individual tertentu saja dalam suatu 
negara dan bukan keseluruhan penduduk dari suatu negara. Mahkamah 
Agung Kanada tersebut menyampaikan alasan dari pernyataan mereka 
sebagai berikut: 
 “To restrict the definition of the term to the population of exiting 
states would render the granting of a right of self determination 
largely duplicative, given the parallel emphasis within the 
majority of the source documents on the need to protect the 
territorial integrity of the existing states, and would frustrate its 
remedial purpose.”36 
 
Usaha untuk memberikan definisi atas istilah “people” atau 
“peoples” sudah muncul sejak protes pembentukan Piagam PBB. 
Pemegang penentuan nasib sendiri dalam Piagam PBB merujuk ke 
                                                          
35
 Decision of the Supreme Court of Canada Concerning Certain Questions Relating to the 
Secession of Quebec from Canada, tanggal 30 September 1996, paragraf 124 
36
 Ibid  
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“peoples”. Sekretariat PBB, dalam upaya untuk menginterpretasi istilah 
“nation” dan “peoples”, menyarankan sebagai berikut: 
“…‟nation‟ is used in the sense of all political entities, State and 
non-States, whereas „peoples‟ refers to group of human being 
who may, or may not, camprise State or nations.”37 
 
Usaha selanjutnya untuk mendefinisikan arti dari kata “people” 
muncul dalam proses pembentukan Covenant on Human Rights 1966 
(terdiri atas dua Kovenan yaitu Covenant on Civil and Political Rights 1966 
dan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966), dimana 
dalam kedua kovenan ini hak penentuan nasib sendiri merujuk kepada 
istilah “all peoples”. Untuk istilah ini, panitia pembentuk Kovenan 
menyarankan bahwa arti kata tersebut adalah: 
1. Peoples in all countries and territories, whether independent, 
trust or non-self-governing, 
2. Large compact groups 
3. Ethnic, religions or linguistic minorities 
4. Rasial units inhabitting well-defined territories.38 
Tentu saja sangat sulit untuk mendefinisikan setelah istilah 
“people”. Istilah ini harus bisa dilihat dari dua dasar pembentukannya, 
yaitu dasar objektif dan dasar subjektif. Dasar objektif dari istilah “people” 
adalah bahwa keberadaan suatu kelompok etnis pasti di hubungkan 
berdasarkan kesamaan sejarah. Sekelompok orang tertentu yang tidak 
                                                          
37
 UN DOC, Vol.XVIII, hal657-658 
38
 Bossuyt, M.j., Guide to the “Travaux Prepatories” of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, Martinus Nijhoff Publishers, (1987). Hlm. 32 
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memiliki kesamaan tradisi tidak dapat dikategorikan sebagai “people”. Ada 
pula dasar subjektif, dimana dasar pembentuk “people” tidak cukup hanya 
berdasarkan fakta keetnisan ataupun sejarah, tetapi juga berdasarkan 
kesamaan semangat, jiwa dan watak dari suku-suku bangsa yang ada di 
sebuah negara.39 
Tampak nyata bahwa telah banyak dilakukan bermacam-
macam upaya untuk meleburkan dan menyelaraskan bermacam-macam 
definisi dari terminologi “peoples” atau “people” ini. Suatu bangsa bisa 
lahir atas kesadaran diri dari sekelompok orang yang mempunyai 
persamaan rasial. Kebudayaan atau kerekteristik sejarah yang 
membedakan kelompok ini dari bangsa lain.40 
Lebih jauh lagi, sebagaimana disoroti oleh negara-negara 
peserta Covenant on Civil and Political Rights 1966 dalam laporan mereka 
kepada Human Rights Committee, syarat lainnya agar suatu suku bangsa 
berhak untuk mengkalim hak mereka atas penentuan nasib sendiri adalah 
dengan menunjukkan hubungan mereka yang erat dan sudah berlangsung 
lama dengan wilayah kediaman mereka sendiri. Implikasi praktis dari 
persyaratan ini adalah bahwa tidak mungkin muncul hak penentuan nasib 
sendiri oleh suatu bangsa tanpa bangsa tersebut memiliki tempat 
                                                          
39
 Yoram Dinstein, Collective Human Right of Peoples and Minorities. 25 International and 
Comparative Law Quarterly, 1976. Hlm. 104 
40
 Kumbaro, Op.Cit. Hlm. 26 
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kediaman yang jelas (wilayah) dimana mereka bisa mengklaim dan 
menikmati hak tersebut.41 
2.1.3 Hak untuk melepaskan diri (The Right of External Self 
Determination) dan Kewajiban Menghormati Keutuhan Wilayah 
Sebuah Negara. 
Hukum internasional tidak secara spesifik memberikan hak 
kepada suatu bangsa untuk memisahkan diri dari negara asal yang 
berdaulat dan harus di hormati keutuhan kedaulatan wilayahnya, hukum 
internasional juga tidak menyangkal secara tegas akan keberadaan hak 
tersebut.42 Hukum internasional selain melindungi dan menghormati 
keutuhan wilayah suatu negara, secara bersamaan juga memberikan 
“keleluasaan” untuk lahirnya negara-negara baru. Fakta yang tidak 
terbantahkan saat ini adalah pemisahan diri merupakan salah satu wujud 
dari pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri dan banyak negara-negara 
baru lahir dengan berdasarkan kepada hak ini.43 
Tidak bisa dibantah bahwa hak untuk melepaskan atau 
memisahkan diri dengan berbagai alasan merupakan sebuah 
pengecualian terhadap prinsip keutuhan wilayah. Akan tetapi juga perlu 
ditekankan adalah prinsip keutuhan dan kedaulatan wilayah sebuah 
negara juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan begitu 
                                                          
41
 Ibid 
42
 Decition of the Supreme Court of Canada Concerning Certain Questions Relating to the 
Seccession of Quebec from Canada, tanggal 30 September 1996, paragraf 112 
43
 Thornberry, P., “Self determination, Minorities, Humman Rights.: A review of International 
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saja. Prinsip kedaulatan dan keutuhan suatu wilayah selalu menjadi 
konsideran utama dalam penyusunan sebuah konvensi internasional. Oleh 
karena itu, hak penetuan nasib sendiri tidak dapat dijadikan sebagai dasar 
pembenar terhadap aksi-aksi separatis yang dapat memecah atau 
merusak, keseluruhan atau sebagian keutuhan wilayah dari sebuah 
negara yang berdaulat. 
Menurut Mahkamah Agung Kanada, hak penentuan nasib 
sendiri tidaklah dapat di benarkan jika pemerintah yang berkuasa dari 
suatu negara yang berdaulat benar-benar mencerminkan aspirasi dari 
rakyat penduduknya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan serta 
memerintah secara adil dan tidak diskriminatif. Jika suatu negara 
memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka keutuhan wilayah dan 
kedaulatan negara tersebut harus dihormati dan tidak dapat diganggu 
gugat.44 
Telah disebutkan sebelumnya, bahwa hak untuk memisahkan 
diri bisa muncul dalam keadaan-keadaan khusus tertentu, selain dalam 
konteks dekolonisasi. Yaitu ketika suatu bangsa dihalangi haknya oleh 
pemerintah yang berkuasa dalam menikmati internal self determination 
(untuk mendapatkan status politik, ekonomi, sosial dan budaya), maka 
sebagai jalan terakhir yang diperbolehkan dalam hukum internasional 
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adalah upaya melepaskan diri dari negara tersebut (external self 
determination).45 
Sebagaimana Mahkamah Agung Kanada menegaskan dalam 
kasus Quebec: 
“the international law right to self determination generates at 
best, a right to self determination…where a people is 
oppressed… or where a definable group is denied meaningful 
access to government to pursue their political, economic, social 
and cultural development. In all three situation, the people in 
question are entitled to the right to external self determination 
because they have been denied the ability to exert internally 
their right to self determination”.46 
 
Pada faktanya terdapat juga bukti dimana hukum kebisaaan 
internasional mendukung hak untuk melepaskan diri. Hal ini bisa dilihat 
dalam praktek hukum internasional terkait lahirnya negara baru dalam 
beberapa dekade terakhir, yang bisa memberi kesan diakuinya hak untuk 
melepaskan diri dalam situasi-situasi khusus tertentu. Contohnya adalah 
kejatuhan Uni Soviet yang kemudian terpecah-pecah menjadi banyak 
negara dan perpecahan Republik Yugoslavia. Harus dicatat bahwa sukses 
dari klaim untuk melepaskan diri negara-negara baru adalah sebagian 
besar karena kehendak komunitas internasional untuk memberikan 
pengakuan terhadap eksistensi negara mereka.47 
Respon dari masyarakat internasional melawan tuntutan 
pelepasan dari (secession) oleh secessionist (rakyat yang ingin 
melepaskan diri) dapat terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut: 
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 Hak untuk melepaskan diri tidak dberikan secara eksplisit dan juga 
tidak ditolak oleh sistem internasional. Pengakuan oleh komunitas 
internasional hanya untuk pemerintah yang dibentuk oleh 
secessionist dapat timbul jika 1) pemerintah telah menunjukkan 
kemampuan mengontrol wilayahnya secara berkelanjutan, 2) 
pemerintahan tersebut telah membuat aturan untuk menerima 
kewajiban internasional, dan 3) telah diambil langkah konstitusional 
untuk memastikan otonomi politik bagi kelompok minoritasnya jika 
kelompok minoritasnya tersebut menginginkannya. 
 Kekerasan fisik yang hebat dan luas dari otoritas yang berkuasa 
untuk melawan kekuatan secessionist dianggap dapat memberikan 
ancaman kepada keamanan dan kedamaian internasional. Hal ini 
berarti bahwa aliran pengungsi, hilangnya nyawa manusia, dan 
kacaunya perdagangan internasional dari dan ke daerah konflik, 
dapat merubah perang sipil dari level domestik ke level 
internasional. 
 Negara baru yang di ciptakan melalui pelepasan diri, diberikan 
batasan wilayah negara yang telah dipakai secara administratif 
sebelum kemerdekaan di raih, ketika negara baru tersebut masih 
merupakan bagian dari negara asal.48 
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2.2. Negara 
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang 
kalsik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. 
negara dalam sejarah perkembangan hukum internasional dipandang 
sebagai subjek hukum terpenting dibandingkan dengan subjek-subjek 
hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional, Negara 
memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.49 
Menurut J.G Starke, negara adalah satu lembaga yang 
merypakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang 
ditetapkan oleh dan di antara manusia sendiri, sebagai alat untuk 
mencapai tujuan yang paling penting di antaranya seperti satu sistem 
ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-
kegiatannya.50 
Fenwick sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf mendefinisikan 
sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki 
suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, 
bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai 
badan yang merdeka di muka bumi.51 
2.2.1. Pengertian Negara 
Negara berdasarkan pengertian-pengertian para ahli: 
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a. Menurut George Wilhelm Friedrich Hegel, negara merupakan 
organisasi kesusilaan yang muncul sebahai sintesis dari 
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. 
b. Menurut Roelof Krannenburg, negara adalah suatu organisasi 
yang muncul karena kehendak dari suatu golongan atau suatu 
bangsanya sendiri. 
c. Menurut Thomas Hobbes bahwa negara adalah suatu tubuh 
yang dibuat orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing 
berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan 
perlindungan mereka. 
d. Menurut George Jelinek yang juga disebut sebagai bapak 
negara memberikan pengertian tentang negara yang 
merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang 
telah berdiam di suatu wilayah tertentu. 
Sedangkan menurut kamus hukum, nergara adalah 
persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan 
mempunyai kekuasaan tertinggi guna menyelenggarakan kepentingan 
umum dan kemakmuran bersama.52 
2.2.2. Syarat-syarat Terbentunya Negara 
Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban negara disebutkan karakteristik yang harus 
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dimiliki oleh suatu negara untuk dapat dikatakan dan diakui sebagai 
negara. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki 
syarat-syarat sebagai berikut:53 
a. Penduduk tetap 
Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari 
dua kelamin, tanpa memandang suku, bahasa, agama dan 
kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terkait 
dalam suatu negara malalui hubungan yuridis dan politik yang 
diwujudkan dalam suatu kewarganegaraan. Unsur terpenting dalam 
pengertian ini bahwa kumpulan individu harus terorganisir dengan 
baik. Oleh karena itu, penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah 
secara tetap dan selalu berp[indah-pindah, tidak dapat dikatakan 
sebagai penduduk atau rakyat. 
b. Wilayah tertentu 
Penduduk yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain 
(nomaden) tidaklah dipandang sebagai negara. Sebagaimana 
penduduk tetap, tidaklah penting apakah daerah yang didiami 
secara tetap itu besar atau kecil. Vatikan misalnya mempunyai luas 
negara yang lebih kecil dari Nauru. Dalam konteks ini, negara-
negara tersebut bisaa disebut negara-negara kecil atau “mini”, 
“mikro”, “liliput”, “dwarf”, atau diminutive state. Oleh karena itu 
dalam hukum internasional, baik Singapura dengan luas wilayah 
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218 km2 maupun China dengan luas wilayah 9.596.961 km2 
memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum 
internasional. 
c. Pemerintahan yang berdaulat 
Yang dimaksud dengan pemerintahan yang berdaulat yaitu 
kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan 
lain di muka bumi. Akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh suatu 
negara terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. 
Maksudnya adalah dalam kedaulatan suatu negara terbatas pada 
kedaulatan negara lain. Suatu negara harus memiliki pemerintah, 
baik seseorang atau beberapa orang yang mewakili warganya 
sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan 
wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang 
dimilikinya merupakan penjamin stabilitas internal dalam 
negaranya, disamping merupakan penjamin kemampuan melebihi 
kewajibannya dalam pergaulan internasional. Pemerintah inilah 
yang mengeluarkan kewajiban-kewajiban dalam rangka mencapai 
kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam nya dalam 
rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun diluar 
negaranya melaksanakan politik luar negeri untuk suatu tujuan 
tertentu. 
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d. Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara 
lain 
Penggunaan istilah Capacity to enter into international relation 
dalam pasal 1 Konvensi Montevideo memiliki peranan yang sangat 
penting. Pentingnya eksistensi unsur keempat ini berakibat pada 
semakin jelasnya perbedaan antara negara dengan unit-unit kecil 
seperti anggota-anggota federasi atau protektorat yang tidak 
mengurusi urusan luar negerinya dan tidak mendapat pengakuan 
dari negara-negara lain sebagai bagian anggota masyarakat 
internasional. Contohnya dapat dilihat dalam Southern Rhodesia 
Case. Southern Rhodesia awalnya merupakan bagian teritorial dari 
pemerintah Inggris sampai Southern Rhodesia menyatakan 
kemerdekaan dari Inggris pada bulan November 1965 dengan 
populasi penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk 
melakukan hubungan dengan negara lain. Akan tetapi dalam 
kenyataannya, tidak ada satu negara pun yang memiliki keinginan 
untuk melakukan hubungan (kerjasama) dengan Southern 
Rhodesia ditolak eksistensinya sehingga tidak mendapat 
pengakuan sebagai sebuah negara dari masyarakat internasional. 
 
2.2.3. Teori-teori Pengakuan Negara 
Pengakuan adalah tindakan bebas oleh suatu negara atau lebih 
yang mengakui eksistensi suatu wilayah dari masyarakat yang terorganisir 
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secara politis, yang tidak terikat pada negara lain dan mempunyai 
kemampuan untuk menaati kewajiban-kewajiban menurut hukum 
internasional, dan dengan cara itu negara-negara yang mengakui 
menyatakan kehendak mereka untuk menganggap wilayah yang diakuinya 
sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.54 
Secara garis besar terdapat dua teori mengenai pengakuan 
dalam hukum internasional. Pertama ialah teori konstitutif yaitu suatu teori 
yang menegaskan suatu pengakuan dari negara-negara lain yang lebih 
eksis, memiliki pengaruh atas terciptanya atau di mulainya suatu 
eksistensi negara baru. Sedangkan teori deklaratoir atau evidentiary 
adalah teori pemahaman bahwa suatu pengakuan dari negara-negara lain 
hanyalah mempertegas atau meguatkan keadaan yang menunjukkan 
eksistensi negara yang mendapatkan pengakuan.55 
Disamping kedua teori itu, terdapat juga teori yang dinamakan 
teori jalan tengah. Teori ini lahir karena pandangan beberapa sarjana yang 
menganggap teori sebelunya kurang memuaaskan, dan dianggap bertolak 
belakang. Menurut teori jalan tengah, harus dipisahkan antara kepribadian 
hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi 
hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, suatu negara tidak 
memerlukan pengakuan. Namun agar pribadi hukum itu dapat 
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melaksanakan hak dan kewajiban dalm hukum internasional, maka 
diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain.56 
2.2.4. Pengelompokan Pengakuan Negara 
Pengakuan dapat dikelompokan berdasarkan bentuk, sifat dan 
jenisnya. 
1) Berdasarkan bentuknya:57 
a) Pengakuan negara baru 
Pengakuan negara baru terkait dengan teori-teori yang sudah 
dijelaskan diatas. 
b) Pengakuan pemerintahan baru 
Pengakuan ini bisa terjadi apabila dalam suatu negara terjadi 
perubahan bentuk pemerintahan yang sangat kontras. Akan 
tetapi logikanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti 
pengakuan terhadap pemerintahan negaranya. 
c) Pengakuan sebagai pemberontak 
Pengakuan ini diberikan kepada sekelompok pemberontak yang 
sedang melakukan pemberontakan terhadap pemereintahnya 
sendiri di suatu negara. Dengan memberikan pengakuan ini 
bukan berarti negara yang mengakui itu berpihak kepada 
pemberontak. Dasar pemikiran pemberian pengakuan ini 
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semata-mata adalah pertimbangan kemanusiaan, sebagaimana 
diketahui, pemberontak lazimnya melakukan pemberontakan 
karena memperjuangkan suatu keyakinan politik tertentu yang 
berbeda dengan keyakinan polik pemerintah yang sedang 
berkuasa. Oleh karena itu, mereka sebenarnya bukanlah 
penjahat bisaa. Dan itulah maksud pemberian pengakuan ini, 
yaitu agar pemberontak tidak diperlakukan sama dengan 
criminal bisaa. Namun pengakuan ini sama sekali tidak 
menghalangipenguasa (pemerintah) yang sah untuk menumpas 
pemberontakan itu. 
d) Pengakuan billigerensi 
Pengakuan ini mirip sebagai pengakuan sebagai pemberontak. 
Namun sifat pengakuan ini lebih kuat daripada pengakuan 
sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan bilamana 
pemberontak itu telah demikian kuatnya sehingga seolah-olah 
ada dua pemerintahan yang sedang bertarung. Dalam 
pengakuan ini, negara-negara ketiga dalam sikapnya 
membatasi diri negaranya sekedar mencatat bahwa para 
pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah 
nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. 
e) Pengakuan sebagai bangsa 
Pengakuan ini diberikan kepada suatu bangsa yang sedang 
berada dalam tahap membentuk negara. Mereka dapat diakui 
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sebagai subjek hukum internasional. Konsekuensi hukumnya 
sama dengan konsekuensi hukum pengakuan billigerensi. 
f) Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru 
Pengakuan ini biasa dikenal dengan istilah Simson‟s Doctrine of 
Non-Recognition. Pengakuan ini lebih bermakna tidak mengakui 
hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Bentuk 
pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke 
China, peristiwa terjadi pada tahun 1931 dimana Jepang 
menyerbu Manchuria, salah satu provinsi China dan mendirikan 
negara boneka disana (Manchukuo). Padahal Jepang adalah 
salah satu negara penandatangan Perjanjian Perdamaian Paris 
1928 (juga dikenal sebagai Kellogg-Briand Pact atau Paris 
Pact), sebuah perjanjian pengakhiran perang. Dalam perjanjian 
itu terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa negara-nagara 
penanda tangan sepakat untuk menolak penggunaan perang 
sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan 
demikian penyerbuan Jepang ini jelas bertentangan dengan 
perjanjian yang ikut ditandatanganinya. Oleh karena itu, 
penyerbuan Jepang ke Manchuria itu di protes keras oleh 
Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya, Stimson, yang 
menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak mengakui hak-hak 
terrtorial dan situasi internasional baru” yang ditimbulkan oleh 
penyerbuan itu. 
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2) Berdasarkan Jenisnya:58 
a) Pengakuan de jure 
Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang 
mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal 
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum 
internasional. 
b) Pengakuan de facto 
Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang  
mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan 
segala reservasi yang layak dimasa mendatang, bahwa negara 
atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat 
berdasarkan fakta (de facto). 
3) Berdasarkan sifatnya: 
a) Pengakuan secara diam-diam (Implied Recognition) 
Adalah pengakuan yang dilakukan oleh suatu negara dengan 
cara melakukan hubungan dengan pemerintah atau negara baru 
dengan mengirim seorang wakil diplomatik, mengadakan 
pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi atau pun kepala 
negara setempat, membuat persetujuan dengan negara 
tersebut. Contoh pengakuan ini adalah hubungan antara 
Amerika Serikat dan RRC. Walaupun secere resmi Amerika 
Serikat belum mengakui RRC, namun semenjak tahun 1955, 
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negara tersebut telah melakukan perundingan-perundingan 
tingkat duta besar di Jenewa.59 
b) Pengakuan Kolektif 
Adalah pengekuan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian 
internasional atau konferensi multilateral. Misalnya Helsinki 
Treaty tahun 1976, negara-negara NATO mengakui Republik 
Demokrasi Jerman Timur dan negar-negara Pakta Warsawa 
mengakui pula Republik Federal Jerman.60 
c) Pengakuan Prematur 
Sebelum memberikan pengakuan ini oleh suatu negara 
terhadap negara baru, negara tersebut pada umumnya 
memperhitungkan kriteria-kriteria yang harus dimilikinya terlebih 
dahulu. Akan tetapi pada keadaan tertentu, ada kalanya 
pengakuan diberikan tanpa memperhitungkan keadaan yang 
ada pada umumnya harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum 
pengakuan diberikan. Contoh dari pengakuan semacam ini telah 
sering terjadi misalnya pengakuan Amerika Serikat terhadap 
Israel dimana penentuan batasnya masih dalam sengketa, 
pengakuan Jerman terhadap Kroasia yang saat itu tidak 
memiliki kontrol atas sebagian besar wilayahnya.61 
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d) Pengakuan Bersyarat 
Pengakuan bersyarat merupakan pengakuan yang diberikan 
oleh suatu negara kepada negara lain dengan memberikan 
kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara yang 
mendapatkan pengakuan tersebut. Apabila kewajiban-kewajiban 
tersebut tidak dipenuhi, maka jal tersebut tigak menghapuskan 
pengakuan. Dengan pelanggaran yang dilakukan atas syarat-
syarat tersebut, maka negara yang diakui dapat dinyatakan 
melanggar hukum internasional dan terbuka kemungkinan bagi 
negara yang mematuhi untuk memutuskan hubungan diplomatik 
sebagai sanksinya atau dilakukan sanksi lain.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
62
 J. G. Starke. Op.Cit. Hlm. 181 
36 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penyusunan skripsi, penulis melakukan studi 
kepustakaan yang bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
serta melakukan penelitian melalui  situs-situs internet yang di anggap 
relevan untuk melengkapi informasi yang diperlukan. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap 
yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan-peraturan yang 
terkait dengan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self 
Determination) 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, 
yaitu: 
a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang 
mengikat seperti perjanjian internasional dan yurisprudensi. 
b. Bahan hukum sekunder seperti Rancangan Undang-undang, 
hasil penelitian, jurnal ilmiah dan bernagai literatur yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini. 
 
 
37 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi 
kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder 
yang mana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
E. Analisis Data 
Penulis akan menggunakan analisis data secara deskriptif 
dengan menggambarkan posisi negara-negara yang menggunakan 
hak menentukan nasib sendiri dalam mengusahakan 
kemerdekaannya kemudian disesuaikan dengan perjanjian 
internasional dan aturan-aturan dalam hukum imternasional kemudian 
diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan data-data kualitatif 
yang ada. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1 Hak Menentukan Nasib Sendiri ( The Right of Self 
Determination) Dalam Perjanjian Internasional Dan 
Yurisprudensi International Court of Justice 
Setelah gagal dimasukkan dalam kovenan, self determination 
muncul kembali dalam kasus kepulauan Aaland yang mempermasalahkan 
apakah penduduk kepulauan Aaland yang berasal dari Swedia dapat 
memisahkan diri dari Finlandia dan menjadikan wilayah tersebut menjadi 
wilayah Swedia. Majelis Liga Bangsa-bangsa (LBB)  memutuskan bahwa 
hak penentuan nasib sendiri tidak dapat dijalankan dalam kasus 
kepulauan Aalan. LBB mengakui Kedaulatan Finlandia terhadap 
kepualuan tersebut dan merekomendasikan untuk memperlakukan 
penduduk minoritas dengan baik demi kepentingan perdamaian.63 Dalam 
kasus ini dinyatakan pula oleh International Commision Of Jurist dan 
Committee of repouteurs dealing with situation bahwa prinsip self 
determination right…was not a legal rule international law, but purely a 
political concept.64 
Meskipun demikian, hak penentuan nasib sendiri tidak pernah 
diakui sebagai suatu hak dalam praktek hukum internasional sampai 
diadopsinya hak ini dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) pada Juni 1945 
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dimana doktrin dari self determination dikodifikasi atau diberlakukan 
sebagai Hukum Internasional positif. 
Lima puluh tahun setelah pengadopsian hak penentuan nasib 
sendiri dalam piagam PBB, International Court of Justice (ICJ) mengakui 
hak ini dalam kasus Timor Timur. ICJ menyatakan bahwa: 
“The principle of self determination has been recognized by the 
United Nation Charter and in the jurisprudence of the Court … 
[and] is one of the essential principles of contemporary 
international law.”65 
 
Dalam perumusan definisi hak penentuan nasib sendiri (The 
right of self determination) para sarjana hukum internasional tidak memiliki 
perbedaan yang mendasar. Hak penentuan nasib sendiri (The right of self 
determination) dirumuskan: 
1. Sebagai hak dari suatu bangsa dari suatu negara untuk menentukan 
bentuk pemerintahannya sendiri atau disebut juga hak penentuan 
nasib sendiri internal (The right of internal self determination). 
2. Hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri 
suatu negara yang merdeka atau disebut juga hak penentuan nasib 
sendiri eksternal (The right of external self determination).66 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak penentuan nasib 
sendiri, berikut adalah penjelasan tentang hak penentuan nasib sendiri 
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dari beberapa Perjanjian Internasional dan yurisprudensi Mahkamah 
Internasional. 
4.1.1 Piagam PBB 
Meskipun Piagam PBB hanya sedikit memberikan pengaturan 
tentang “self determination”, akan tetapi Piagam PBB telah memberikan 
beberapa doktrin mengenai hak penentuan nasib sendiri. Prinsip-prinsip 
mengenai penentuan nasib sendiri dengan jelas disebutkan adalah 
pertama kali pada Pasal 1 ayat (2) dan kemudian Pasal 55 Piagam PBB. 
Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan:… “To develop friendly 
relations among nations based on respect for the principle of 
equal rights and self determination of people” 
 
Pasal 55 yang mentapkan…”to creation of stability and well 
being which are necessary for peaceful and friendly relation 
among nations based on respect for the principle of equal right 
and self determination of peoples…” 
 
Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari PBB 
adalah untuk membangun hubungan baik antar bangsa-bangsa 
berdasakan kehormatan untuk prinsip kesamaan hak dan penentuan 
nasib sendiri dari rakyat. Pasal 55 mendorong PBB untuk meningkatkan 
standar kehidupan masyarakat dunia, mencari solusi terhadap masalah 
kesehatan dan kebudayaan masyarakat dunia, serta penghormatan 
universal terhadap HAM. 
Pengaturan dari penentuan nasib sendiri dalam Pasal 1 ayat (2) 
dan Pasal 55 dari Piagam PBB kemudian dilengkapi oleh Bab XI tentang 
Deklarasi Mengenai Wilayah-wilayah Tidak Berpemerintahan Sendiri dan 
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Bab XII tentang Sistem Perwalian Internasional. Akan tetapi tidak satupun 
pada dalam kedua bab ini memberikan penjelasan terperinci tentang self 
determination. Pasal 73 dari Bab XI dari Piagam PBB menggambarkan 
adanya kewajiban negara penguasa atas daerah yang belum 
berpemerintahan sendiri untuk mengembangkan menuju pemerintahan 
sendiri dan hak dari daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri 
untuk memperoleh pemerintahan sendiri.67 
Lebih lanjut Pasal 76 dari Bab XII yang menjelaskan dasar 
tujuan dari sistem perwalian (International Trusteeship Sistem) yang 
antara lain adalah mengusahakan kemajuan yang pesat wilayah di bawah 
perwalian menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan 
keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan 
kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan. 
Daerah-daerah perwalian dan wilayah tidak berpemerintahan sendiri dan 
wilayah-wilayah lainnya yang belum memperoleh kemerdekaan agar 
segera dilimpahkan kewenangan kepada rakyat (bangsa) di wilayah-
wilayah tersebut tanpa syarat apapun.68 
Kesimpulannya ialah Piagam PBB merupakan dasar dari hak 
penentuan nasib sendiri ke dalam hukum internasional positif. Dengan 
dimasukannya prinsip self determination  dalam Pasal 1 ayat (2), maka 
pembentuk Piagam PBB mengidentifikasikan self determination  sebagai 
salah satu dari tujuan utama dari organisasi PBB.  Penentuan nasib 
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sendiri dijalankan dalam konteks untuk menciptakan hubungan baik antar 
negara-negara dengan mengutamakan keesamaan hak setiap bangsa di 
dunia. Piagam PBB dianggap berkontribusi menyumbangkan prinsip 
bahwa perdamaian dunia adalah tidak mungkin terwujud tanpa self 
determination.69  
Pengaturan Piagam PBB ini secara keseluruhan masih belum 
lengkap dalam hal substansi dari self determination. Penentuan nasib 
sendiri dalam Piagam PBB hanya terkesan sebagai sebuah prinsip saja 
dan bukan merupakan suatu hak yang dimiliki setiap bangsa di dunia. 
Piagan PBB tidak mengatur bagaimana hak suatu bangsa yang belum 
merdeka bisa mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karena itu mengenai 
penentuan nasib sendiri diatur lebih lanjut dalam perjanjian internasional 
yang lahir berikutnya. 
 
4.1.2 The United  Nation Covenants on Human Rights (Covenant 
on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 1966) 
Kedua kovenan memasukan pengaturan mengenai self 
determination yang memiliki kata-kata yang identik sama. 
Interpretasi dari Pasal mengenai Self determination 
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Pasal 1 dari kedua kovenan ini mengakui dan menetapkan isi dari hak 
untuk mentukan nasib sendiri (self determination) melalui pengaturan 
sebagai berikut: 
“1. All people have the right of self determination. By virtue of 
that right they freely determine their political status and freely 
pursue their economic, social and cultural development. 
2. All people may, for their own ends, freely dispose of their 
natural wealth and resources without prejudice to any 
obligations arising out of international economic co-operation, 
based upon the principle of mutual benefit, and international 
law. In no case may a people be deprived of its own means of 
subsistence. 
3. The state parties to the present covenan, including those 
having responsibility for the administration of Non-Self-
Governing and Trust Territories, shall promote the realization of 
the right of self-detremination, and respect that right, in 
conformity with the provisions of the Charter of the United 
Nations.”70 
 
Penjelasan dari Pasal 1 yang cukup kompleks ini telah 
dijelaskan oleh Komite HAM pada sesi ke-21 dari General Comment ke-
12.71 Self Determination didifenisikan sebagai “essencial condition” untuk 
jaminan terhadap HAM serta untuk kemajuan dan peningkatan HAM 
tersebut. Penentuan nasib sendiri ditempatkan terpisah dan di depan 
sebelum hak-hak lainnya dalam kovenan. Lebih lanjut lagi, self 
determination didifenisikan sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari 
semua bangsa dan mengandung kewajiban timbal balik dimana 
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implementasi dari hak ini tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan 
hukum internasional lainnya. 
Sifat dari hak penentuan nasib sendiri dalam kedua kovenan ini 
adalah universal. Kalimat dalam klausul pertama dari Pasal 1 ayat (1) 
dimana semua bangsa mempunyai hak penentuan nasib sendiri 
menegaskan sifat universalitas dari hak tersebut.72 General Comment 
yang dikeluarkan oleh Komite HAM mendukung asumsi fundamental pada 
Pasal 1 ini sebagai berikut: 
“…it imposes specific obligation on State Parties, not only in 
relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples, which 
have not been able to exercise or have been deprived of the 
possibility of their to self determination.” 
 
Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Kovenan, semua orang telah 
diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan 
ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, setiap bangsa adalah 
bebas untuk membangun instansi politik, membangun sumber daya 
ekonominya, dan untuk mengatur perubahan social kulturalnya sendiri, 
tanpa adanya intervensi dari bangsa lain. Meskipun demikian banyak 
usulan dari sarjana hukum internasional bahwa hak suatu bangsa untuk 
menentukan status politik harus dimasukkan dalam suatu pasal tersendiri 
di dalam Covenant on the Civil and Political Rights, dan serupa dengan 
itu, hak untuk menentukan status ekonomi, sosial dan kebudayaan juga 
                                                          
72
 Ibid 
45 
 
harus dimasukkan dalam pasal tersendiri di dalam Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights. Suatu Bangsa atau negara yang 
tidak dapat menentukan sendiri status politiknya juga tidak dapat 
menentukan hak ekonomi, sosial dan kebudayaannya sendiri, dan 
sebaliknya.73  
Pemilihan kata “freely” dalam Pasal 1 ayat (1) kedua kovenan 
ini bermakna ganda.74 Pertama, Pasal 1 ayat (1) menghendaki suatu 
bangsa memilih legislator dan pemimpin mereka sendiri bebas dari 
praktek manipulasi ataupun pengaruh tekanan dari otoritas yang 
berkuasa. Dengan kata lain, aspek kolektif dari hak penentuan nasib 
sendiri ini merepresentasikan kesatuan komponen dari hak individual, 
ketika semua individu memiliki hak individual, contoh: hak kebebasan 
berekspresi (Pasal 19), hak untuk kebebasan berserikat (Pasal 22), hak 
untuk memilih (Pasal 25b), hak untuk mengambil bagian dalam kegiatan 
publik langsung atau melalui pemilihan perwakilan secara bebas (Pasal 
25a), maka suatu bangsa secara keseluruhan (gabungan dari individu-
individu) mempunyai hak dalam hak penentuan nasib sendiri internal.75 
Arti kedua dari kata “freely” dalam Pasal 1 ayat (1) adalah tidak 
setegas dibandingkan dengan yang pertama. Pasal ini menghendaki 
institusi politik suatu negara untuk bebas dari pengaruh luar. Pasal ini 
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melarang suatu negara untuk mencampuri urusan negara peserta lain 
yang dapat memberikan tekanan atau pengaruh serius terhadap hak dari 
negara untuk menentukan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan 
sendiri.76 
Hak atas kekayaan alam dari sumber daya alam adalah elemen 
berikutnya dari hak penentuan nasib sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (2) 
termasuk di dalam prinsip hak penentuan nasib sendiri adalah prinsip 
dimana suatu bangsa haruslah menjadi pemilik atas kekayaan dan 
sumber daya alamnya sendiri. Maksud dari pengaturan pasal ini adalah, 
pertama, semua bangsa-bangsa di dunia, baik mereka yang hidup dalam 
wilayah tidak berpemerintahan sendiri (non self-governing territory) 
ataupun dalam sebuah negara merdeka, memilih hak untuk 
mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam mereka sendiri tanpa 
bangsa mereka sendiri tereksploitasi secara politik.77 
Kedua, hak dari suatu bangsa untuk memanfaatkan sumber daya 
alam juga harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
timbul dari kerjasama ekonomi internasional yang telah negara mereka 
lakukan. Pengaturan dalam pasal ini tidak bermaksud untuk menakut-
nakuti investor asing yang akan berinvestasi di bidang eksplorasi sumber 
daya alam, karena suatu saat negara penerima investasi bisa saja 
melakukan ekspropriasi. Kedua kovenan ini bermaksud untuk membatasi 
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eksploitasi asing yang dapat merugikan populasi lokal secara ekonomis. 
Tujuan dibalik kedua pengaturan ini tetap menekankan pada keharusan 
dimusnahkannya konsep dan prinsip kolonialisme baik penjajahan secara 
ekonomi maupun politik dari muka bumi.78 
Menurut Pasal 1 ayat (3), semua negara anggota, termasuk 
negara yang mempunyai kewajiban administrasi dari wilayah yang tidak 
berpemerintahan sendiri (Non self-governing territory) dan wilayah 
perwalian menjalankan dua kewajiban: a) untuk mempromosikan 
perwujudan dari hak penentuan nasib sendiri di dalam wilayah 
kedaulatannya, dan b) untuk menghormati perkembangan dari hak 
tersebut di negara-negara lain.79  
Kedua kovenan ini menandakan fase berikutnya dari kemajuan 
hukum internasional tentang konsep The right of self determination dari 
kewajiban hukum dalam konteks dekolonialisasi menuju self determination 
sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM, dengan dua resolusi dari 
Majelis Umum PBB sebagai jembatan. Para pembuat kovenan 
membebankan negara anggota sebuah tugas untuk 
mengimplementasikan kewajiban penyelaras dengan Piagam PBB. Hal 
tersebut tidak hanya untuk pengaturan tentang prinsip penentuan nasib 
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sendiri dalam Pasal 1, pasal-pasal dalam Bab XI dan Bab XII, akan tetapi 
juga terhadap Piagam PBB secara keseluruhan.80 
4.1.3 Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples 1960 
Evolusi dari hak penentuan nasib sendiri dalam hukum 
internasional mencapai puncak dengan diadopsinya hak ini ke dalam 
Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 pada 14 Desember 1960 atau yang 
lebih dikenal dengan nama The Declaration on Granting Independence to 
Colonial Countries and People.81 Deklarasi ini diposisikan sebagai 
interprestasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan 
nasib sendiri sebagai dasar perjuangan kemerdekaan suatu bangsa hanya 
dalam konteks penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatisme.82 
Pertimbangan bahwa penggunaan hak penentuan nasib sendiri 
hanya digunakan sebagai dasar perjuangan kemerdekaan untuk bangsa 
terjajah dan bukan upaya untuk separatisme tersebut dinyatakan dengan 
bijak dalam pertimbangan deklarasi ini dengan kalimat “the necessity of 
bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and 
manifestations.”83 
Dalam poin kedua dari isi deklarasi ini ditegaskan bahwa setiap 
bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri dengan kalimat, “All peoples 
have the right of self determination. By virtue of that right they freely 
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determine their political status and freely pursue their economic, social and 
cultural development.”  Deklarasi ini dianggap sangat penting oleh banyak 
bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang pada saat itu sedang berjuang 
meraih kemerdekaannya dari negara-negara kolonial.84 
 
4.1.4 The Declaration on Friendly Relations 1970 
Empat tahun setelah pengadopsian  Covenant on Human 
Rights, self determination muncul dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 
2625 (XXV) pada tanggal 24 Oktober 1970 dengan nama Declaration on 
Principles of Internasional Law concerning Friendly Relation and Co-
operation among State in accordance with the Charter (Declaration on 
Friendly Relations).85 
Proses untuk mencapai  persetujuan perumusan yang tepat 
mengenai Self determination untuk dimasukkan ke dalam deklarasi ini 
tidaklah mudah. Dalam proses awal, terdapat perbedaan pendapat antara 
siapa yang berhak untuk menerima hak penentuan nasib sendiri dan 
apakah negara berkewajiban untuk memberikan hak ini terhadap bangsa-
bangsa yang berada di wilayah negara tersebut. Serta perbedaan 
pendapat mengenai dasar hukum dari hak penentuan nasib sendiri yang 
terdapat dalam deklarasi ini. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa: 
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1. Suatu bangsa dibawah kolonial atau dominasi asing 
mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (self 
determination), seperti untuk mendapatkan status atas negara 
berdaulat atau untuk status politik lain yang dengan bebas 
ditentukan oleh mereka sendiri; dan 
2. Suatu bangsa dibawah rezim yang rasis mempunyai hak untuk 
menentukan nasib sendiri baik internal self determination 
maupun external self determination dengan mendapat hak atas 
pemerintahan sendiri maupun terpisah dari negara yang rasis 
tersebut. 
Sejumlah otoritas hukum internasional menegaskan bahwa hak 
penentuan nasib sendiri dapat menjadi alas ahak untuk pemisahan 
unilateral berdasarkan pada interpretasi dari paragraf 7 dalam deklarasi ini 
yang sering disebut sebagai “saving clause”, sebagai berikut: 
“Nothing in the foregoing paragraphs (proclaiming the principle 
of self determination) shall be construed as authorizing or 
encouraging any action which would dismember or impair, 
totally or in part, the territorial integrity or political unity of 
sovereign and independent states conducting themselves in 
compliance with the principle of equal right self determination of 
people as described above and this possessed of a government 
representing the whole people belonging to the territory without 
distinction as to race, creed or color.86 
Every state shall refrain from any action aimed at the partial or 
total disruption of the national unity and territorial integrity of any 
other State or country,” 
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Maksudnya ialah pada paragraf sebelumnya tidak 
mencantumkan bahwa prinsip self determination harus disusun sebagai 
dorongan terhadap aksi apapun yang akan merusak atau memisahkan 
sebagian atau selurunya suatu daerah teritori atau persatuan politik dari 
negara yang berdaulat. Dasar pemikiran dari “saving clause” ini adalah 
bahwa ketika suatu bangsa dihalangi oleh pemerintahan yang berkuasa 
dalam menikmati hak penentuan nasib sendiri, maka sebagai jalan 
terakhir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah melaui 
upaya melepaskan diri dari negara tersebut. Akan tetapi harus ditegaskan 
bahwa pelepasan diri yang dimaksud dalam “saving clause” ini merujuk 
pada aplikasinya yang hanya untuk bangsa-bangsa yang hidup dalam 
rezim rasis, atau dibawah kolonial maupun intervensi asing dan bukan 
sebagai dasar pembenar terhadap upaya separatisme dari negara yang 
berdaulat.87 
 
4.1.5 The Helsinki Final Act 
Keputusan akhir dari Conference on Security and Co-operation 
in Europe (The Helsinki Final Act) yang pada tanggal 1 Agustus 1975, 
menghasilkan deklarasi dengan nama Declaration on the Principles 
Concerning Mutual Relations of the participating States dan dalam Prinsip 
VII dari deklarasi ini terdapat sebuah referensi yang tegas mengenai 
internal dan eksternal self determination, sebagai berikut: 
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“by virtue of the principle of equal right and self determination of 
peoples, all peoples have the right in full freedom, to determine, 
when and as they wish, their internal and external political 
status, without external political interference, and to pursue as 
they wish their political, economic, social and cultural 
development.” 
 
 
Perumusan ini bermaksud untuk menerangkan bahwa hak 
penentuan nasib sendiri merupakan hak berkelanjutan (continuing right), 
bukan hak sekali pakai yang digunakan oleh suatu bangsa hanya pada 
saat merebut kemerdekaan. Prinsip VII ini memfokuskan terhadap 
pengaturan mengenai internal self determination dan komitmen terhadap 
sifat berkelanjutan dari hak penentuan nasib sendiri tidak merujuk kapada 
suatu suku bangsa minoritas tertentu saja, tetapi kepada suatu kumpulan 
penduduk yang secara nyata berdiam dan menjadi populasi dari sebuah 
negara yang berdaulat.88 
The Helsinki final act yang disetujui oleh 35 negara ini 
mewujudkan pemikiran bahwa hak penentuan nasib sendiri merupakan 
hak permanen dari setiap bangsa untuk memilih status sosial baru atau 
rezim politik yang sesuai dengan struktur sosial dan kehendak dari 
masing-masing bangsa. Dimana kehendak tersebut kemudian dapat 
direfleksikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan 
yang berdaulat, sesuai dengan sifat berkelanjutan dari hak penentuan 
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nasib sendiri yang tidak hanya berhenti setelah kemerdekaan berhasil 
diraih.89 
 
4.1.6 Charter of Paris 
Charter of Paris (Piagam Paris) yang ditanda tangani pada 
November 1990 melalui pertemuan Conference on Security and Co-
operation in Europe (CSCE), mempersempit perumusan dari hak 
penentuan nasib sendiri dan membatasi isinya. Piagam Paris menegaskan 
sekali lagi persamaan hak dari setiap bangsa dan hak mereka untuk 
menentukan nasib sendiri sesuai dengan Piagam PBB dan norma hukum 
Internasional yang relevan lainnya.90 
Dalam Piagam ini, pengaturan mengenai penentuan nasib 
sendiri di masukan dalam bab mengenai “Friendly Relations among 
Participating States” dan bukan dalam bab tentang “Human Dimention” 
yang merupakan salah satu perwujudan komitmen paling penting bagi 
anggota CSCE dalam mengimplementasikan HAM. Bab mengenai Human 
Dimention dari piagam ini seperti halnya Helsinki Act, memberi perhatian 
khusus mengenai hak bagi kaum minoritas, yang tidak termasuk dalam 
definisi dari penentuan nasib sendiri.91 
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4.6.1 The Vienna Declaration 1993 (Deklarasi Wina) 
The Vienna Declaration and Program of Action yang disetujui 
pada tahun 1993 oleh UN Conference on Human Right: 
“All people have the right of self determination. By virtue of that 
right they freely determine their political status, and freely 
persue their economic, social and cultural development. 
Taking into account the particular situation of people under 
colonial or other forms of alien domination or foreign 
occupation, the World conference. 
 
 mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian 
pasal 1 dari kovenan PBB tantang HAM. Seperti halnya aturan dalam 
hukum internasional lainnya mengenai hak penentuan nasib sendiri, 
dalam Deklarasi Wina, setelah mengakui hak penentuan nasib sendiri 
suatu bangsa untuk menentukan status politik, ekonomi, sosial dan 
kebudayaannya sendiri, hal yang harus diingat adalah hak tersebut tidak 
dapat dijadikan sebagai dasar pembenar terhadap aksi-aksi separatis 
yang dapat memecah atau merusak keseluruhan atau sebagian keutuhan 
wilayah dari sebuah negara yang berdaulat.92 
 
4.6.2  Yurisprudensi Mahkamah Internasional (International 
Court of Justice) 
Mahkamah Internasional telah mengakui prinsip dari penentuan 
nasib sendiri dalam sejumlah kasus terutama dalam konteks 
dekolonialisasi. Dalam Advisory Opinion terkait masalah Namibia, hak 
penentuan nasib sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh PBB diakui: 
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“the subsequent development of international law in regard to 
non-self governing territories, as enshrined in the Charter of the 
United Nation, made the principle of self determination 
applicable to all of them”93 
 
ICJ kemudian juga berusaha untuk memperluas interpretasi 
yang sudah ada dari hak penentuan nasib sendiri serta memperhatikan 
pengaruh dari hak tersebut dalam Advisory Opinion mereka mengenai 
Sahara Barat. Merujuk kepada Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 
(XV), ICJ berpendapat bahwa: 
“The above provisions, in particular paragraph 2 [defining self 
determination] requires a free and genuine expression on the 
will of the peoples concerned.”94 
 
Kemudian jelas terlihat dari tulisan berikutnya dalam Advisory 
Opinion ini bahwa hak penentuan nasib sendiri harus selalu berasal dari 
kebebasan berekspresi dan kehendak suatu bangsa: 
“…the need to pay regard to the freely expressed will of the 
peoples,..”95 
 
Akan tetapi interpretasi yang diberikan memiliki batasan dari 
defenisi hak penentuan nasib sendiri yang merujuk pada kebebasan 
berekspresi dari rakyat. Batasan interpretasi ini merujuk pada dua kondisi 
yakni “when one is not faced with a „people‟ proper”, maksudnya ialah 
rakyat yang menggunakan kebebasan berekspresi bukanlah rakyat 
sebagaimana yang dimaksud seperti dalam Advisory Opinion.  Kemudian 
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“special circumstance make a plebiscite or referendum unnecessary” yakni 
ketika terdapat kondisi tertentu yang tidak memerlukan referendum. Tetapi 
ICJ tidak memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang apa yang 
dimaksud dengan “a proper people” dan “special circumstance”.96 
Interpretasi dari dua Advisory Opinion tersebut lebih terlihat 
sebagai sebuah pemberi semangat dan kepercayaan dalam penggunaan 
prinsip penentuan nasib sendiri daripada sebagai sebuah standar umum 
terhadap pemakaian hak penentuan nasib sendiri terhadap bangsa-
bangsa terjajah yang berjuang meraih kemerdekaan pada tahun 1960an 
saat itu.97 
 
4.2. Negara-negara yang menggunakan Self Determination Untuk 
Mendeklarasikan Kemerdekaan 
4.2.1. Kasus Kemerdekaan Timor Timur 
a. Sejarah Timor Timur Hingga Di Tetapkan Menjadi Daerah Tidak 
Berpemerintahan Sendiri 
Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa’e), 
yang sebelum merdeka bernama Timor Timur adalah sebuah negara kecil 
di sebelah utara Australia, di bagian selatan tengah dari rangkaian pulau-
pulau Republik Indonesia. Bagian barat dari pulau itu dahulu adalah 
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jajahan Belanda dan menjadi bagian Indonesia ketika Indonesia mencapai 
kemerdekaan, sementara Timor Timur adalah jajahan Portugis.98 
Pada tahun 1566, Portugis mulai masuk untuk berdagang dan 
menyebarkan agama di kawasan Timor. Setelah mengalahkan beberapa 
kerajaan lokal, Portugis mulai meletakkan beberapa dasar kekuasaan 
politik, agama dan ekonomi di kawasan Timor. Pada tahun 1633.99 
Belanda mengusir pasukan Portugis dari Kupang dan Kawasan 
Timor Barat. Lalu pada tahun 1749 terjadi perang Penful yang 
mengakibatkan Pulau Timor terbelah dan pada tahun 1902 secara definitif 
Belanda menguasai bagian barat dan Portugis menguasai bagian timur. 
Pada tahun 1911.100 
Kemudian pecah perang dunia II tahun 1941 dan Jepang 
menduduki seluruh Timor. Perang dunia II berakhir tahun 1945 dan 
Jepang dikalahkan oleh Sekutu sehingga Jepang mengembalikan Timor 
Barat kepada Belanda dan Timor Timur kepada Portugis Pada tahun 
1960.101 
Majelis Umum PBB menempatkan Timor Timur dalam daftar 
wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Dari tahun 1960-an sampai 
tahun 1890-an, kebanyakan negara jajahan mendapatkan kedaulatan 
mereka. Ketika dewan perwalian menyelesaikan tugasnya pada tahun 
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1994, wilayah dalam daftar PBB tentang wilayah-wilayah yang tidak 
berpemerintahan sendiri (non-self governing territory) tinggal sedikit 
namun Timor Leste merupakan yang terbesar diantaranya.102 
Pada tahun 1974 dengan mengakui hak penentuan nasib 
sendiri dari rakyat Timor Timur, Portugis berupaya membentuk 
pemerintahan sementara dan mendirikan majelis rakyat, yang akan 
menentukan status Timor Timur. Tetapi sebelum status Timor Timur 
ditentukan, perang saudara meletus tahun 1975 antara partai-partai politik 
yang baru terbentuk. Portugis menarik diri dari Timor Timur, dan 
menegaskan bahwa mereka tidak bisa menguasai keadaan di sana.103 
Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga104 di Portugis. 
Bersamaan dengan itu terjadi perang saudara di Timor Timur. Gubernur 
terakhir Portugis di Timor Timur, Lemos Pires memerintahkan untuk 
menarik tertara portugis yang sedang bertahan di Timor Timur untuk 
mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. 
Salah satu pihak yang bertikai dalam perang saudara tersebut, 
memproklamasikan kemerdekaan dan mengumumkan bahwa Timor Timur 
berdiri sebagai sebuah negara sendiri. Sementara pihak yang lain 
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mengumumkan bahwa rakyat Timor Timur menginginkan untuk 
berintegrasi dengan Indonesia.105 
Setelah itu FRETILIN106 menurunkan bendera Portugis dan 
mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste 
pada tanggal 28 November 1975.107 
Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 
selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste 
antara bulan September, Oktober dan November, FRETILIN melakukan 
pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya 
adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Tidak lama 
kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan 
Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan 
Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN 
yang berhaluan Komunis.108 
 
b. Integrasi Timor Timur ke Indonesia 
Pada tanggal 8 Desember 1974, Presiden Indonesia Soeharto 
dengan resmi menyatakan “Sikap Dasar” Indonesia terhadap masalah 
Timor Timur sebagai berikut: 
1) Tidak mempunyai ambisi territorial 
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2) Menghormati hak dari rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib 
sendiri 
3) Bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia maka 
tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan akan 
menjadi sebagian wilayah dari negara kesatuan Republik 
Indonesia.109 
Bulan September 1975, tentara militer Indonesia mendarat di 
Timor Timur, dan dibentuklah pemerintahan sementara untuk menguasai 
keadaan disana. Akibat tindakan Indonesia tersebut, Portugis 
memutuskan hubungan dengan Indonesia dan membawa masalah Timor 
Timur ke Dewan Keamanan PBB.110 
Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada 
tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat 
mengungsi ke daerah pegunungan untuk untuk melawan tentara 
Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di 
hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang 
mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota 
setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah 
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Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu 
menyelamatkan semuanya.111 
Sejak Indonesia menerima permintaan integrasi rakyat Timor 
Timur melalui partai-partai MAC (Anti-Communist Movement) dan  
APODETI (Associacao Popular Democratica Timorense) dalam suatu 
Deklarasi Integrasi di Balibo pada tanggal 30 November 1975, Indonesia 
menganggap Timor Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia melalui DPR 
menerima petisi integrasi rakyat Timor Timur tersebut pada tanggal 17 Juli 
1976.112 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1976 Timor 
Timur ditetapkan sebagai propinsi ke-27, bahkan MPR-RI lebih 
memperkuatnya dengan mengukuhkan status Timor Timur tersebut 
melalui Ketetapan Nomor. VI/MPR/1978. Dengan demikian status Timor 
Timur sudah tuntas dan dalam pengertian pemeritahan Indonesia, hal ini 
berarti bahwa rakyat Timor Timur sudah melaksanakan penentuan nasib 
sendiri. Namun hal ini tidak dapat diterima oleh pihak Portugis yang 
menganggap hak penentuan nasib sendiri Timor-Timur tidak dibawah 
pengawasan PBB. Meskipun Pemerintah Indonesia menganggap integrasi 
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Timor Timur bersifat final namun masalah Timor Timur masih tercantum 
dalam agenda PBB, sehingga upaya diplomasi masih terus berlanjut.113 
c. Proses Self Determination dalam Kasus Timor-Timur 
Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB meminta Indonesia 
untuk menarik pasukannya dan mendesak semua negara untuk 
menghormati integritas wilayah Timor Timur, serta hak-hak rakyatnya 
untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan Declaration on Granting of 
Independence to Colonoial Countries and Peoples 1960.114 
Permintaan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB tersebut 
diabaikan oleh Indonesia. Indonesia berdalih bahwa pada waktu itu 
Portugis menarik diri dari Timor Timur dan menegaskan bahwa mereka 
tidak bisa menguasai keadaan di sana, maka secara definitif telah terjadi 
kekosongan kekuasaan atau vacuum power theory. Karena itu rakyat 
Timor Timur berdaulat sepenuhnya terhadap wilayahnya sendiri dan 
mempunyai kebebasan untuk menentukan status politiknya sendiri.115 
Pemerintahan sementara Timor Timur dibentuk Indonesia pada 
tahun 1976 dan menyelenggarakan pemilihan untuk pembentukan majelis, 
yang kemudian bersidang memutuskan untuk menyerukan integritas 
dengan Indonesia. Indonesia pun kemudian mengeluarkan Undang-
undang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur 
ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi 
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Daerah Tingkat I Timor Timur untuk mengesahkan integrasi wilayah Timor 
Timur. Kemudian Indonesia menetapkan Timor Timor menjadi Provinsi ke-
27 dan efektif pada tanggal 17 Agustus 1976.116 
Gerakan militer pro kemerdekaan pun mulai melancarkan 
perlawanan dan kampanye melalui dunia internasional. Dalam kampanye 
mereka, gerakan pro kemerdekaan berpendapat bahwa rakyat Timor 
Timur belum melaksanakan dan mendapatkan hak penentuan nasib 
sendiri. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu 
bentuk pencaplokan wilayah. Sementara Indonesia berpendapat bahwa 
proses dekolonisasi telah berakhir dengan keluarnya Portugis dari wilayah 
tersebut, dan rakyat Timor Timur melalui majelis yang dibentuk melalui 
mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat Timor Timur sendiri telah 
memutuskan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Berarti rakyat Timor 
Timur telah melaksanakan hak penentuan nasib mereka sendiri. Akan 
tetapi PBB tidak mengakui legitimasi dari majelis yang dibentuk pada 
masa pemerintahan sementara Indonesia tersebut, dan menganggap apa 
yang dilakukan oleh Indonesia merupakan suatu bentuk aneksasi, serta 
tetap mengakui Portugis sebagai negara pengurus (administering) yang 
sah dari wilayah Timor Timur.117 
Pada periode 1975-1982 dalam Majelis Umum dan Dewan 
Keamanan PBB, masalah Timor Timur merupakan masalah dekolonisasi 
yang menjadi sumber pertikaian antara Indonesia dan Portugis. Indonesia 
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berpendirian bahwa rakyat Timor Timur telah melaksanakan hak 
penentuan nasib sendiri dengan memilih merdeka dari penjajahan 
Portugis melalui integrasi dengan Indonesia sesuai dengan Resolusi 
Majelis umum PBB No. 1514 (XV) tahun 1960 yang di kenal dengan 
Declaration on the granting of Independence to Colonial Countries and 
People. Sebaliknya menurut Portugis, hak penentuan nasib sendiri belum 
dilaksanakan menurut resolusi-resolusi tersebut karena proses 
pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri tersebut tidak dilakukan 
dibawah pengawasan PBB. Karena itu Portugis masih menganggap 
dirinya sebagai ”penguasa administratif” dan menuntut adanya referendum 
menurut resolusi-resolusi tersebut.118 
Bedasarkan permintaan Majelis Umum PBB, Sekretaris 
Jenderal PBB pada tahun 1983 memulai perundingan dengan Indonesia 
dan Portugis untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara adil dan 
konprehensif dengan memperhatikan sepenuhnya hak penentuan nasib 
sendiri rakyat Timor Timur.119 
Pergantian pemimpin pemerintahan di Indonesia dari Presiden 
Soeharto ke Presiden B.J Habibie pada bulan Mei 1988 memberikan 
nuansa baru dalam upaya penyelesaian masalah Timor Timur. Pada awal 
juni 1998 Pemerintah Indonesia dibawah Presiden B.J Habibie telah 
mengajukan gagasan untuk menerapkan  suatu “status khusus dengan 
otonomi luas” (special status with wide-ranging autonomy) di Timor-timor 
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sebagai salah satu formula penyelesaian akhir, menyeluruh dan adil 
terhadap masalah Timor-Timur. Kebijakan ini selanjutnya dikenal sebagai 
opsi kesatu.120 
Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 18 Juni 1998, Menteri Luar 
Negeri (Menlu) Indonesia, melaporkan kebijakan ini pada Sekjen PBB dan 
disambut positif. Sehubungan dengan itu Sekjen PBB melalui Jamsheed 
Marker telah mengadakan konsultasi guna menjajaki reaksi Portugis 
terhadap gagasan ini. Portugis pun menyambut baik gagasan ini dan 
bersedia melanjutkan dengan proses dialog segitiga. Usulan “Otonomi 
luas” ini kemudian dibahas secara formal oleh Menlu Indonesia dan Menlu 
Portugis dibawah naungan  Sekjen PBB di New York pada tanggal 4-5 
Agustus 1998 dan hasil perundingan itu memuat persetujuan untuk 
melakukan pembahasan secara mendalam tentang usulan Indonesia 
memberikan otonomi khusus kepada Timor Timur tanpa mempengaruhi 
posisi dasar kedua belah pihak. Selain itu pembahasan ini juga menyetujui 
untuk melibatkan rakyat Timor Timur dalam upaya mencari 
penyelesaian.121 
Sementara itu, pada saat usul mengenai pemberian otonomi 
yang luas pada Timor Timor dirundingkan di New York, pihak-pihak yang 
tidak menyetujui integrasi terus menerus mengecam dan mencemooh 
usulan tersebut sebagai sesuatu yang tidak memadai dan tidak dapat 
diterima oleh masyarakat Timor Timur yang anti integrasi, kecuali jika 
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otonomi khusus tersebut hanya diterapkan 5-10 tahun dan kemudian 
dilakukan referendum lagi untuk memastikan menghendaki otonomi 
seperti itu atau memilih kemerdekaan.122 
Maka setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai 
kemungkinan penyelesaian alternatif bagi masalah Timor Timur secara 
tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999 Pemerintah Indonesia 
mengumumkan alternatif  penyelesaian yakni apabila mayoritas rakyat 
Timor Timor menolak akhirnya menolak kebijakan otonomi luas setelah 
mengalami suatu kebersamaan sejarah dengan Indonesia selama 23 
tahun terakhir, namum selanjutnya mereka rasakan kebersamaan itu tidak 
mencukupi untuk tetap bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), maka adalah wajar dan bijaksana bahkan demokratis 
dan konstitusional jika Pemerintah mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat  
pada sidang umum MPR agar dapat mempertimbangkan pemisahan 
Timor Timur dari NKRI secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan 
pemerintah ini dikenal sebagai Opsi Kedua.123 
Perundingan ini berlarut-larut dan mengalami maju mundur 
sehingga memakan waktu, baru pada tanggal 5 Mei 1999 di New York 
dicapai kesepakatan pelaksanaan jajak pendapat, yang memberikan 
rakyat Timor Timur kesempatan untuk memilih antara status otonomi 
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khusus di dalam wilayah Indonesia atau transisi menuju kemerdekaan 
dibawah pengawasan PBB.124 
Berdasarkan kesepakatan itu, pada 11 Juni 1999, Dewan 
Keamanan PBB membentuk United Nation Administration Missions in East 
Timor (UNAMET) dengan tugas mengorganisasikan dan 
menyelenggarakan pendaftaran pemilih referendum. Dalam referendum 
yang berlangsung pada tanggal 30 Agustus 1999, dari 451.792 pemilih, 
sebanyak 94.388 pemilih (21,5 %) setuju dengan pemberian otonomi 
khusus dan 344.580 pemilih (78,5 %) yang terdaftar menolak usulan 
otonomi dan akhirnya rakyat Timor Timur dengan hak penentuan nasib 
sendiri memulai proses transisi menuju kemerdekaan.125 
Indonesia meninggalkan Timor Timur pada tanggal 28 
September 1999. Indonesia dan Portugis sepakat bahwa PBB mengambil 
alih otoritas atas Timor Leste. Pada 25 Oktober 1999 dewan keamanan 
memutuskan melalui Resolusi 1272 (1999) untuk membuat United Nations 
Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dengan tugasnya 
membentuk pemerintahan sipil di seluruh wilayah Timor Timur, membantu 
membangun pelayanan sosial, membantu dalam upaya rekonstruksi dan 
membangun kapasitas Timor Timur menuju pembentukan satu negara.126 
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4.2.2. Kasus Kemerdekaan Palestina 
a. Sejarah Status Palestina 
Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut 
Tengah dan Sungai Yordan. Wilayah Palestina terbagi menjadi dua entitas 
yaitu wilayah pendudukan Israel dan otoritas nasional Palestina. Deklarasi 
kemerdekaan Palestina di umumkan pada 15 November 1988 di Aljiria, 
ibu kota Aljazair dan telah diakui oleh sebagian besar negara di dunia 
termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan 
ASEAN.127 
Pada tahun 1946, Transyordania128 memperoleh kemerdekaan 
dari mandat Britania atas Palestina. Setahun kemudian PBB mengadopsi 
rencana partisi untuk solusi kedua negara di wilayah yang tersisa dari 
mandat. Rencana tersebut diterima oleh pemimpin Yahudi, tetapi ditolak 
oleh para pemimpin Arab dan Inggris untuk melaksanakan rencana 
tersebut. Pada malam terakhir penarikan inggris, Agensi Yahudi untuk 
Israel mendeklarasikan berdirinya negara Israel sesuai dengan Rencana 
PBB yang di usulkan.129 
Pada tahun 1984, bersama dengan Transyordania, Mesir dan 
anggota Liga arab saat itu memulai Perang Arab Israel. Selama perang, 
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Israel memperoleh wilayah tambahan. Mesir memperoleh kendali atas 
Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat. 
Mesir awalnya mendukung terciptanya pemerintahan seluruh Palestina 
namun di bubarkan pada tahun 1959. Transyordania memutuskan untuk 
memasukan Tepi Barat dan wilayahnya untuk membentuk Yordania pada 
tahun 1950. Pada tahun 1967, terjadi perang enam hari antara Mesir. 
Yordania dan Suriah melawan Israel yang berakhir dengan ekspansi 
teritorial signifikan yang dilakukan oleh Israel.130 
Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, 
Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization - 
PLO) didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Kemudian 
pada 28 Mei 1964, sebanyak 350 tokoh Palestina menghadiri pertemuan 
di Palestina Timur di bawah pimpinan Ahmad Shuqeiri untuk membentuk 
organisasi politik bangsa Palestina. Hai tersebut dimaksudkan untuk 
menindaklanjuti instruksi Liga Arab yang dihasilkan pada Konferensi Kairo. 
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Raja Husein selaku Sekretaris Jenderal 
Liga Arab, serta wakil-wakil dari Tunisia, Aljazair, Sudan, Suriah, Irak, 
Masir, Kuwait, Lebanon, Maroko dan Yaman. Pada pertemuan tersebut, 
mereka menyatukan sejumlah faksi pejuang palestina dalam PLO. Pada 
1969, pemimpin organisasi gerilyawan Fatah, Yaser Arafah tepilih sebagai 
Ketua Komite Eksekutif PLO.131 
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Setelah Perang Enam Hari, PLO pindah ke Yordania, tetapi 
kemudian dipindahkan ke Libanon setelah peristiwa Black September 
tahun 1971. Pada tahun 1974, Liga Arab mengakui PLO sebagai wakil sah 
tunggal rakyat Palestina, dan memperoleh status pengamat di Majelis 
Umum PBB. PLO pindah ke Tunisia setelah Perang Lebanon tahun 
1982.132 
Saat ini wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. 
Jalu Gaza terdiri dari tiga kota yaitu Gaza City, Khan Yunis dan Rafah. 
Sedangkan Tepi Barat terdiri dari delapan kota, yaitu nHebron, Bethlehem, 
Jericho, Ramallah, Jenin, Tulkarem, Kalkiliyah dan Nablus. Adapun Israel 
meguasai 59% wilayah Tepi Barat.133 
Secara de facto, Organisasi pembebasan Palestina (PLO) yang 
di bentuk pada tahun 1964 dapat dijadikan sebagai titik  acuan pertama 
ketika membahas mengenai status Palestina. PLO ini dibentuk dengan 
tujuan untuk menyatukan semua organisai perlawanan yang ada di 
Palestina dalam satu wadah.134 
Secara de jure, penyebutan Palestina baru muncul pada saat 
pengakuan diberikan terhadap PLO tersebut oleh Liga Arab pada tahun 
1974, yang kemudian di tahun yang sama berlanjut dengan di undangnya 
PLO untuk berbicara di depan Sidang Umum PBB. Yasser Arafat sebagai 
Pimpinan PLO pada Sidang Umum PBB tahun 1974, selanjutnya telah 
                                                          
132
 Ibid. 
133
 Ibid. 
134
 Negara Palestina http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina (Diakses 06 Mei 2014 jam 
22.00 WITA) 
71 
 
diakui sebagai wakil sah Palestina. Dapat dikatakan hal tersebut sebagai 
bentuk pengakuan masyarakat internasional terhadap PLO sebagai wakil 
resmi Palestina dalam memperjuangkan berdirinya negara Palestina yang 
ditandai dengan keluarnya Resolusi PBB yang memberikan status 
peninjau kepada PLO.135 
Langkah selanjutnya yang dicapai oleh PLO adalah menjadi 
anggota penuh Liga Arab pada tahun 1976. Dengan dukungan penuh dari 
negara-negara Arab tersebut, PLO akhirnya mendeklarasikan berdirinya 
negara Palestina pada tanggal 15 November 1988 dan telah mendapat 
pengakuan dari negara-negara Arab. Berdirinya negara Palestina 
berdasarkan deklarasi tersebut tidak serta merta mengubah status PLO di 
PBB yang sebelumnya yaitu sebagai organisasi peninjau. Meskipun 
kemudian sejak setelah deklarasi tersebut, Majelis Umum PBB memilih 
penyebutan “Palestina” daripada “Organisasi Pembebasan Palestina”.136 
Pada tanggal 29 November 2012, melalui voting Majelis Umum 
PBB diputuskan untuk memberikan status baru bagi Palestine yaitu “non-
member observer state” di PBB yang diikuti dengan keluarnya Resolusi 
PBB 67/19 (Status of Palestine in the united Nation), Palestina 
mendapatkan dukungan mayoritas pada Sidang Umum tersebut. 
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Berdasarkan voting yaitu persetujuan dari 138 anggota Majelis Umum 
PBB, 9 Anggota yang menolak dan 41 anggota lainnya abstain. 
Pemberian status ini dapat dikatakan telah mempertegas status Palestina 
sebagai negara.137 
 
4.2.3. Kasus Kemerdekaan Kosovo 
a. Sejarah Kosovo 
Kosovo adalah sebuah negara politik yang secara de facto 
merdeka. Terletak di sebelah tenggara Eropa, ibu kota Kosovo berada di  
Priština, merupakan kota terbesar di Kosovo yang terletak di bagian 
selatan negara itu.138 Sebelumnya Kosovo adalah sebuah provinsi di 
Serbia dibawah administrasi PBB, namun pada tanggal 17 Februari 2008 
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini 
ditentang oleh Serbia, namun didukung oleh negara-negara Barat. 
Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara di 
antaranya Albania, Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis dan Turki. 
negara yang menilak kemerdekaan Kosovo anrata lain China, Rusia dan 
Serbia.139 
Masalah Kosovo mempunyai sejarah panjang dan sangat 
kompleks. Kosovo yang merupakan sebuah provinsi di Serbia itu 
berpenduduk 2,1 juta orang, terdiri dari 90 persen etnis Albania yang 
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Muslim, 5,3 persen etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis 
Bosnia dan Minoritas lain.140 Selama bertahun-tahun, etnis Albania 
merasa didiskriminasi oleh Pemerintah Serbia di Belgrade, menjadi 
sasaran kekerasan dan tindakan represif. Perkembangan situasi ini 
mendorong terjadinya perang antara kelompok etnis Albania yang 
menamakan diri Kosovo Liberation Army (KLA) melawan pasukan 
Yugoslavia yang dengan kekuatan militer ingin mencegah Kosovo 
memisahkan diri. Perang tahun 1996-1998 dapat dihentikan dengan 
kampanye pengeboman NATO secara besar-besaran terhadap sasaran-
sasaran Yugoslavia, dengan tujuan sebagaimana juru bicara NATO 
“Serbia out, peacekeepers in, refugees back”141 Serangan NATO ini 
sangat kontroversial karena merupakan intervensi militer yang dilakukan 
tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Intervensi militer yang 
dilakukan oleh NATO dianggap sebagai “tindakan unilateral kolektif”,142 
Keterlibatan Dewan Keamanan PBB baru terjadi dalam 
masalah Kosovo dengan diadopsinya Resolusi 1244 (1999) pada 10 Juni 
1999, yang menempatkan Kosovo di bawah administrasi PBB dengan 
tugas membentuk pemerintahan sementara untuk Kosovo, agar rakyat 
Kosovo mendapat otonomi luas dan “self-government” di Kosovo dalam 
Republik Federal Yugoslavia, sementara penyelesaian final atas kasus 
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Kosovo belum ditentukan. Resolusi tidak menyebut bentuk penyelesaian 
final atas masalah Kosovo, tetapi hanya memutuskan, solusi politik atas 
krisis Kosovo harus mempertimbangkan kedaulatan dan integritas 
territorial Republik Federal Yugoslavia.143 
 
b. Proses Self Determination yang dilakukan negara Kosovo 
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari Minggu, 
17 Februari 2008. Deklarasi kemerdekaan ini merupakan tindakan 
unilateral karena tidak didukung oleh PBB (dalam hal ini Dewan 
Keamanan PBB). Namun deklarasi ini di dukung oleh negara-negara barat 
terutama Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi 
ditolak oleh China, Rusia dan beberapa negara Uni Eropa.144 
Perundingan untuk menentukan status Kosovo dimulai pada 
tahun 2006 dibawah pimpinan utusan khusus Sekjen PBB Martii Athisaari 
yang merupakan mantan fasilitator perundingan Helsinki mengenai Aceh. 
Negosiasi amat alot karena kedua pihak, Serbia dan Kosovo bersikukuh 
pada posisinya, yakni Serbia hanya bisa menerima otonomi luas bagi 
Provinsi Kosovo, sedangkan Kosovo hanya bisa menerima kemerdekaan 
Kosovo. Akhirnya, tanggal 26 Maret 2007, kepada Dewan Keamanan 
PBB, Ahtisaari melaporkan, perundingan mengalami kemacetan. Namun, 
ia menyampaikan draf penyelesaian status Kosovo yang mengusulkan 
agar Kosovo diberi kemerdekaan di bawah supervisi sementara Uni Eropa 
                                                          
143
 Ibid 
144
 Rafika Nur, Op. Cit. hlm 85 
75 
 
dengan angkatan perang NATO dan polisi Eropa. Usulan ini ditolak Rusia 
dan China. Karena itu, Dewan Keamanan tidak dapat menyetujui usulan 
Ahtisaari.145 
Upaya selanjutnya, perundingan langsung antara Serbia dan 
Kosovo diupayakan dalam waktu 120 hari yang difasilitasi “Troica Contact 
Group” (Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa). Hasil perundingan 
dilaporkan oleh Sekjen kepada Dewan Keamanan PBB pada 19 
Desember 2007. Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa di Dewan 
Keamanan menyatakan perundingan telah gagal dan mendesak agar 
status akhir Kosovo segera diputuskan. Sedangkan Rusia, China, Ghana, 
Kongo, Panama dan Afrika Selatan menyarankan agar perundingan 
diteruskan. Namun, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Barat lain 
menolak. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan 
Kosovo yang didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Uni 
Eropa, tetapi ditolak antara lain oleh Rusia, China, beberapa negara Uni 
Eropa dan Vietnam.146 
Tindakan untuk memerdekakan diri Kosovo atas Serbia, di satu 
sisi, dapat dipahami sebagai bentuk kekecewaan atau rasa frustasi dari 
etnis Muslim Albania atas perlakuan sewenang-wenang pemerintah 
Serbia. Namun, tindakan tersebut akan bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasar hukum internasional yang melarang pembentukan negara di 
dalam negara, karena hal itu merupakan preseden yang dapat 
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membahayakan prinsip-prinsip keutuhan wilayah (“territorial integrity”) dan 
kemerdekaan politik (“political independence”) dari negara. Berdasarkan 
prinsip-prinsip tersebut, maka kenyataan yang terjadi di Kosovo 
sesungguhnya merupakan tindakan separatisme yang jelas-jelas dilarang 
oleh hukum internasional. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
pemerintah Serbia tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar 
(“justification”) bagi etnis Muslim Kosovo untuk memerdekakan diri dari 
Serbia. Oleh karena itu, secara yuridis pendirian negara Kosovo adalah 
tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional.147 
Berdasarkan hukum internasional, Serbia sebagai negara 
berdaulat mempuyai hak untuk menumpas gerakan separatisme yang 
terjadi di Kosovo. Namun tindakan represif yang dilakukan oleh 
pemerintah Serbia terhadap etnis Muslim Albania di Kosovo kemudian 
mengundang intervensi internasional (dalam hal ini NATO, PBB dan Uni-
Eropa). Tindakan represif yang bertentangan dengan norma hukum HAM 
internasional maupun hukum humaniter inilah yang kemudian memicu 
terjadinya disintegrasi negara yang berujung pada dideklarasikannya 
kemerdekaan Kosovo atas Serbia. 148 
Dasar persoalan terjadi di Kosovo adalah masalah tindakan 
diskriminasi dari pemerintah Serbia, maka yang harus diperjuangkan 
adalah masalah kesetaraan. Hal ini justru sejalan dengan ketentuan atau 
prinsip-prinsip dasar hukum (HAM) internasional, yaitu setiap individu 
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memiliki HAM yang sama tanpa membedakan agama maupun latar 
belakang etnis yang dimilikinya. Apalagi Serbia sebagai anggota PBB 
memiliki kewajiban hukum (legal obligation) yang bersifat wajib 
(mandatory) untuk melindungi HAM (khususnya terhdap etnis minoritas 
Muslim Albania) sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam 
PBB. Hal itu misalnya telah dinyatakan dalam bagian Preambul dari 
Piagam PBB.149 
Anggota PBB yang terus menerus mengadakan pelanggaran 
terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dapat dicabut keanggotaannya oleh 
Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan berdasarkan 
Pasal 6 Piagam PBB. Sanksi ini merupakan cara terakhir yang diambil jika 
suatu negara selalu membangkang dan terus menerus mengabaikan 
kewajiban internasional. Sanksi mengenai pengusiran ini telah diterapkan 
dalam tahun 1992 terhdap Yugoslavia (Resolusi 47/1) yang isinya sebagai 
berikut: 
“Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro tidak 
dapat meneruskan keanggotaannya di PBB dan harus 
mengajukan lagi keangotaannya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada di dalam Piagam dan tidak lagi dapat 
ikut serta dalam persidangan.”150 
 
Kemerdekaan juga tidak dapat ditentukan berdasarkan 
rekayasa secara ekstern berupa “pemaksaan” oleh pihak-pihak dari luar. 
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Dalam kasus Kosovo terlihat, bahwa negara-negara besar seperti Amerika 
Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa telah melakukan tindakan 
“unilateralisme kolektif” dengan mendukung kemerdekaan Kosovo. 
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, 
khususnya terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara jelas mengatur 
bahwa negara-negara anggota PBB dalam kaitannya dengan hubungan-
hubungan internasional harus menahan diri (shall refrain) dari mengancam 
atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah (Territorial 
integrity) atau kemerdekaan politik (“territorial independence”) suatu 
negara.151 
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BAB V 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
1. Konsep hak menentukan nasib sendiri telah menjadi salah satu 
hak yang di akui dalam hukum internasional. Dalam berbagai 
pengaturan hukum internasional, hak penentuan nasib sendiri 
dapat digunakan dalam konteks kolonialisme.  Diluar dari konteks 
kolonialisme, misalnya kelompok-kelompok kecil dengan idealisme 
yang berbeda dengan pemerintahan dalam suatu wilayah, 
kemudian membentuk gerakan separatisme dan menggunakan 
hak penentuan nasib sendiri untuk memisahkan diri, tidak dapat 
dibenarkan karena hal ini bertentangan dengan tujuan PBB yang 
menekankan pentingnya integritas territorial suatu negara yang 
merdeka dan berdaulat. 
2. Beberapa negara yang menggunakan hak penentuan nasib sendiri 
untuk mendeklarasikan kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh 
negara Timor Timur, negara Palestina dan negara Kosovo. 
 Timor Timur menggunakan hak penentuan nasib sendiri 
dalam konteks dekolonisasi yaitu ingin melepaskan diri dari 
jajahan Portugis dan mengatur sendiri sistem pemerintahan 
serta mengupayakan status politik, ekonomi, sosial dan 
kebudayaan dalam rangka satu kesatuan negara yang 
berdaulat. 
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 Palestina yang menggunakan hak penetuan nasib sendiri 
untuk lebih mendapatkan pengakuan sebagai negara yang 
berdaulat atas wilayah mereka. Pemberian status “non-
member observer state” kepada Palestina oleh PBB akan 
mempertegas eksistensi Palestina sebagai sebuah negara. 
Hal ini juga membuka peluang bagi Palestina untuk menjadi 
bagian dari International Criminal Court (ICC) yang diharapkan 
nantinya dapat digunakan sebagai kekuatan Palestina untuk 
menuntuk Israel atas pelanggaran yang dilakukan Israel 
terhadap kedaulatan Palestina. 
 Kosovo yang menggunakan hak penentuan nasib sendiri 
untuk memerdekakan diri dari Serbia dapat dipahami sebagi 
bentuk kekecewaan atas perlakuan sewenang-wenang 
pemerintah Serbia atas etnis Muslim Albania. Namun tindakan 
yang dilakukan oleh Kosovo dapat dikatakan bertentangan 
dengan prinsip dasar hukum internasional yang melarang 
pembentukan negara dalam negara. Hal ini juga bertentangan 
dengan tujuan PBB yang menghormati integritas suatu 
wilayah yang berdaulat.  
2. Saran 
1. Hak penetuan nasib sendiri yang digunakan oleh sekolompok 
individu dalam suatu wilayah untuk memerdekaan diri tidaklah 
salah. Namum penggunaanya harus sesuai dengan peraturan 
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yang sudah diatur dalam hukum internasional. Ada banyak 
alasan untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri 
seperti keinginan lepas dari penjajahan dan menetukan sendiri 
status politik, ekonomi sosial dan kebudayaan. Namun tidak 
dibenarkan jika suatu gerakan separatisme menggunakan hak 
penentuan nasib sendiri dengan tujuan tertentu dan 
bertentangan dengan tujuan dari PBB yang sangat meghormati 
integritas teritorial dari suatu negara. 
2. Hendaknya jika sebuah wilayah ingin memisahkan diri dari 
negara induk atau menggunakan hak penentuan nasib sendiri 
untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang 
berdaulat,hendak memperhatikan unsur-unsur terbentuknya 
negara seperti yang tercantum dalam Konvensi Montevideo. 
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